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ABSTRAK 
REZKY, B111 13 555, dengan  judul skripsi “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang 
dan Jasa”. Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Muh. Said Karim, S.H., M.H., 
M.Si. selaku pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku  
pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap kasus dengan nomor register perkara 2588/K/Pid.Sus/2015/MA. 
Peneilitian ini dilakukan diwilayah hukum Mahkamah Agung 
Republik Indonesia. Penulisan ini dilakukan dengan melakukan studi 
lapangan dengan melakukan wawancara-wawancara terhadap majelis 
hakim yang menangani perkara tersebut sekaligus mendapatkan 
dokumen-dokumen atau data terkait dengan masalah dalam tulisan 
penulis. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang relevan dengan topik yang diajukan. Pendekatan kedua 
adalah dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara 
lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pro-kontra atau 
perbedaan pandangan terhadap majelis hakim dan penuntut umum dalam 
melihat kasus ini. Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa Terdakwa 
telah terbukti secara sah melanggar ketentuan perundang-undangan 
Pasal 3 J.o. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang termuat 
didalam dakwaan alternatif kesatu subsidair. Sedangkan dalam 
putusannya, Majelis Hakim mengabulkan dakwaan alternatif kedua primair 
yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2001 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 J.o. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun, salah satu majelis 
hakim yang menangani perkara tersebut memiliki pendapat yang berbeda 
(Dissenting Opinion). Salah satu majelis hakim tersebut berpendapat 
bahwa terlepas dari keberatan Jaksa/Penuntut Umum , Judex Facti telah 
salah menerangkan cara mengadili menurut hukum yaitu yang 
berpendapat dakwaan yang disusun secara alternatif memberi kebebasan 
pada hakim untuk memilih yang paling mendekati fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan. Hal ini dianggap tidak benar karena dalam 
dakwaan alternatif Hakim harus menimbang seluruh dakwaan secara 
serentak atau bersamaan tidak satu per satu seperti dakwaan 
subsidairitas dan dari hasil pemeriksaan dipilih yang memenuhi unsur 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara  
Republik  Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan  
bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana ketentuan  
pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia 
adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini hukum 
diposisikan sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara (supremacy of law).  
Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus 
ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. 
Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup tentunya 
memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar 
sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, 
hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan bertingkah 
laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. 
Problematika yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah 
maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah 
korupsi. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, 
aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk 
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penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya 
adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang 
sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.  
Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara 
tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses 
penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau 
didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 
menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 
pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna 
penyelesaian secepatnya.  
Menurut Sumarwani titik rawan korupsi antara lain pada bidang-
bidang sebagai berikut:1 
a. Proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan 
masyarakat / orang banyak, terutama yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pembebasan tanah dan padat karya; 
b. Proyek pembangunan untuk kepentingan umum,  misalnya 
persiapan lahan transmigrasi, penyaluran dana inpres, proyek 
air bersih, listrik dan sebagainya;  
c. Pengadaan barang dan jasa, yang barang jauh lebih rendah 
dari standar;   
                                                          
1Sri Sumarwani, 1998. Ringkasan Disertasi Pidana Pembayaran Uang Pengganti 
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
hlm 2 
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d. Penyaluran kredit baik kredit likuiditas perbankan maupun 
kredit investasi, kredit modal kerja, kredit eksport, kredit impor, 
dan sebagainya; 
e. Bidang pendapatan keuangan negara terutama yang 
berhubungan dengan kegiatan pemungutan pajak, retribusi, 
pembebasan bea masuk, PBB, PPN, dan sebagainya;   
f.       Bidang perizinan atau pelayanan kepada masyarakat, 
misalnya: SIUPP, SINK, SIM, dan sebagainya;   
g. Bidang kepegawaian, misalnya penerimaan dan pengangkatan 
pegawai baru dan sebagainya.  
Upaya pencapaian dan atau pengamanan hasil pembangunan tidak 
hanya ditentukan oleh tersedianya peraturan perundang-undangan yang 
memadai akan tetapi harus pula dibarengi dengan penegakan hukum 
yang konsisten demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia, 
sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1999 Bab. IV Sub A Point 3, 
antara lain “Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin 
kepastian hukum, keadilan dan keberanian, supremasi hukum, serta 
menghargai Hak Asasi Manusia”.  
 Memperhatikan Tap MPR di atas, maka salah satu aspek hukum 
yang perlu mendapat perhatian adalah penegakan hukum terhadap tindak 
pidana korupsi, mengingat korupsi dewasa ini semakin tinggi intensitasnya 
dan karena itu usaha pencegahan dan pemberantasannya, senantiasa 
harus ditingkatkan sebagai salah satu upaya penyelamatan keuangan/ 
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perekonomian negara. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentu saja 
diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan 
kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas 
secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat 
merugikan tidak hanya keuangan Negara atau perekonomian Negara 
pada khususnya, namun juga akan sangat merugikan hajat hidup orang 
banyak termasuk anak cucu kita yang akan datang. 
Seperti yang dikategorikan Sri Sumarwani diatas, salah satu titik 
rawan korupsi adalah di sektor pengadaan barang dan jasa. Pengadaan 
barang dan jasa merupakan suatu aktivitas dari pemerintah dalam hal 
pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
sehubungan dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.  
Pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi pemerintah, 
sehingga Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 04 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan 
presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa 
pemerintah dengan pertimbangan bahwa Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi 
ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga 
akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. 
Menurut pasal 1 Perpres tersebut Pengadaan Barang/Jasa adalah 
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ 
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai 
dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan 
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untuk memperoleh Barang/Jasa.  Ada sejumlah metode yang menurut 
perpres 04 tahun 2015 yang boleh dipergunakan, yakni: metode lelang, 
metode pemilihan langsung, metode penunjukan langsung, metode 
swakelola dan metode seleksi dengan persaingan dan lain-lain. 
Dalam perpres tersebut, juga dikenal beberapa tahapan yang harus 
dilalui berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ironisnya, dari 
semua tahapan tersebut, semua tahapannya sering terjadi penyimpangan-
penyimpangan yang menyebabkan marak terjadinya korupsi disektor 
pengadaaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa dapat 
dideskripsikan sebagai mekanisme saling menukar sumber daya 
kekuasaan dan uang. Untuk itu, memandang korupsi pengadaan barang 
dan jasa tidak serta-merta hanya dianggap sebagai gejala penyimpangan 
yang dilakukan oleh aparatur birokrasi belaka, melainkan harus dipandang 
sebagai bagian dari memperoleh sumber daya politik dan sumber daya 
ekonomi. Karena secara alamiah, keinginan untuk tetap berkuasa ada 
pada diri setiap politikus. Tidak hanya mempertahankan, melainkan juga 
melanggengkan dan memperbesar pengaruh kekuasaannya.  
Kepemilikan otoritas dan kekuasaan, mereka bisa 
menggunakannya untuk memperkuat posisi bisnis, sedangkan 
keuntungan dari bisnis itu digunakan untuk memperluas dan 
mempengaruhi kekuasaan. Dengan kata lain, korupsi pengadaan bukan 
saja bicara soal korupsi birokrasi, melainkan mempunyai korelasi yang 
erat dengan korupsi politik. Inilah yang menyebabkan korupsi di sektor 
barang dan jasa sangat sulit untuk diberantas. 
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Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka 
penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait 
dengan korupsi barang dan jasa tersebut dan membuat karya tulis ilmiah 
dengan judul :“Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
dalam pengadaan barang dan jasa (studi kasus putusan No. 
2588K/PID.SUS/2015/MA).”  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar 
belakang masalah tersebut diatas, dikemukakan rumusan masalah 
sebagai berikut : 
a. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada 
Perkara Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA ? 
b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan 
barang dan jasa Perkara Putusan  Nomor  2588/K/Pid.sus/ 
2015/MA ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
  Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 
pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang 
dan jasa. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam 
pengadaan barang dan jasa.  
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat secara teoritis  
a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengena 
ipertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam 
pengadaan barang dan jasa 
b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan 
menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum 
terutama di bidang hukum pidana.  
2. Manfaat secara praktis  
a. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmah pada 
umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan 
memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat 
khususnya masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana 
korupsi dalam pengadaan barang dan jasa 
b. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan 










A. Tinjauan umum tentang tindak pidana 
1. Istilah dan Pengertian tindak pidana 
Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah 
strafbaarfeit (Belanda). Terjemahan atas strafbaarfeit ke dalam bahasa 
Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, 
peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan 
sebagainya. 
Secara etimologi strafbaarfeit terdiri atas tiga unsur kata, yaitu straf, 
baar dan feit. Straaf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan 
sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, 
peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. 
Secara harfiah strafbaarfeit  dapat diartikan sebagai sebagian dari 
suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau 
peristiwa, bukan pelaku. 
Berikut adalah beberapa pengertian strafbaarfeit atau tindak pidana 
yang dikemukakan oleh para ahli. 
a. Menurut A. Zainal Abidin Farid 
Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan 
dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung 
jawab.2 
 
                                                          
2 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 181. 
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b. Menurut Hazewinkel Suringa 
Tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu 
saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu 
dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum 
pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat 
memaksa yang terdapat didalam undang-undang.3 
 
c. Menurut Simons 
Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang 
diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan 
dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab.4 
 
d. Menurut Moeljatno 
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.5 
 
e. Menurut Wirjono Prodjodikoro 
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan 
sebagai subjek tindak pidana6 
 
2. Unsur-unsur tindak pidana 
 Beberapa teoritisi hukum memiliki penafsiran tersendiri mengenai 
unsur-unsur tindak pidana yang terdiri atas dua aliran yaitu aliran monistis 
dan dualistis. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat 
bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambil dari 
batasan tindak pidana oleh teoretisi yakni: Moeljatno, R.Tresna, Vos, 
Jonkers, Schravendijck.7 
                                                          
3Ibid. 
4 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia :Suatu Pengantar, Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 97. 
5 Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54. 
6 Wirjono Prodjodikoro, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, P.T. Eresco , 
Bandung, hlm 55. 
7Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, P.T Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 79. 
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Menurut Moeljatno (penganut paham dualistis), unsur tindak pidana 
adalah:8 
a) Perbuatan; 
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan 
c) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar hukum). 
Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian 
ada pada perbuatan itu, tapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. 
Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti 
perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian 
diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada 
umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu 
dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian 
perbuatan pidana. 
Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:9 
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
dan 
c) Diadakan tindakan penghukuman. 
 
Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat 
pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu 
diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, 
karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak 
dengan demikian dijatuhi pidana. 
Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang 
bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun 
                                                          
8Ibid. 
9Ibid., hlm. 80. 
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dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) 
yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana. 
Menurut bunyi batasan yang dibuat vos, dapat ditarik unsur-unsur 
tindak pidana sebagai berikut:10 
a) Kelakuan manusia; 
b) Diancam dengan pidana; dan 
c) Dalam peraturan perundang-undangan. 
 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualistis tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana 
itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-
undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur 
yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri 
si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai 
perbuatannya. 
Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham 
monistis, memang tampak berbeda. Ada dua rumusan yang dikemukakan 
oleh para ahli penganut paham monistis, yaitu Jonkers dan Schravendijk. 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monistis) dapat 
dirinci unsur-unsur tindak pidana yaitu:11 
a) Perbuatan (yang); 
b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan 
d) Dipertanggungjawabkan. 
 
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara 
panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:12 





a) Kelakuan (orang yang); 
b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c) Diancam dengan hukuman; 
d) Dilakukan oleh orang (yang dapat); dan 
e) Dipersalahkan/kesalahan. 
 
Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, 
namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai 
diri orangnya. Dari beberapa pandangan ahli diatas yang berpandangan 
monistis dan dualistis, penulis dapat memberikan kesimpulan atas 
beberapa penafsiran oleh ahli tersebut.  
Adapun perbedaan diantara kedua pandangan tersebut adalah 
pandangan monistis merupakan suatu pandangan yang melihat syarat, 
untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 
Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam 
pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya 
perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana 
atau kesalahan (criminal responsibility).13 
Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini 
memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup criminal act 
dan criminal responsibility  tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena 
itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup 
                                                          
13 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & 
PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38. 
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dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang 
memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.14 
Dari sekian banyak penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana 
yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis dapat menarik sebuah 
kesimpulan tentang perihal apa saja yang menjadi unsur-unsur tindak 
pidana, sebagai berikut: 
1. Ada perbuatan, artinya perbuatan tersebut mencocoki rumusan 
delik yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan. 
2. Ada sifat melawan hukum (Wederrechtelijk), artinya perbuatan 
yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum. Sifat melawan 
hukum terbagi atas dua macam, yaitu sifat melawan hukum 
secara formil (Formale wederrechtelijk) dan sifat melawan 
hukum secara materil (materiele wedderrechtelijk). Perbuatan 
bersifat melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang 
memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan 
pengecualian oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan 
bersifat melawan hukum secara materil (materiele 
wederrechtelijk) adalah suatu perbuatan dikatakan melawan 
hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan 
masyarakat atau melanggar kaidah-kaidah yang berlaku di 
masyarakat. 
3. Tidak ada alasan pembenar, alasan pembenar adalah alasan 
yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu 
                                                          
14Ibid., hlm. 40. 
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perbuatan, hingga perbuatan tersebut dianggap patut dan 
dibenarkan.  
Alasan pembenar terdiri atas daya paksa absolut (overmacht) 
pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa (noodweer) pasal 49 ayat 
(1) KUHP, menjalankan ketentuan undang-undang pasal 50 
ayat (1), menjalankan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 
(1) KUHP. 
 
B. Pidana dan pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat 
dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah 
melakukan suatu tindak pidana.15 
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak 
dalam pendapat Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim 
dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto menjelaskan 
bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative, maka 
Sudarto menggambarkan bahwa pemidanaan merupakan sistem sanksi 
yang negative yang disebut sebagai penderitaan khusus.16 
Menurut Roeslan Saleh bahwa pemidanaan tidak hanya 
memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau juga 
                                                          
15Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 
2005), hal.1. 
16Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal.30 
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hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Dari dimensi 
demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan 
bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau cirri-ciri sebagai berikut:17 
1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan. 
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). 
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang. 
Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian sistem 
pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau 
penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem 
pemidanaan itu mencakup pengertian:18 
1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-perundang) untuk 
pemidanaan.  
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana. 
3. Keseluruhan sistem (aturan perundangan-undangan) untuk 
fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana. 
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang 
mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau 
                                                          
17Op.cit, hal.4 
18Barda Nawawi Arief., Bunga Rampai Kebijakan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1996, Hal.136. 
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dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi 
sanksi (hukum pidana). 
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan 
konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang 
berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributive (retributive view) dan 
pandangan utilitarian (utilitarian view). Pandangan retributive 
mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku 
menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan 
ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan 
yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. 
Pandangan ini dikatan bersifat melihat kebelakang (backward-looking). 
Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau 
kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin 
dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan 
dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di 
pihak lain pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau 
tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan 
untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang 
serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) 
dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (deterrence).19 
 
 
                                                          
19Ibid, hal.10 
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Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut:20 
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar 
pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut 
telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan 
hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya.  
Kant berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana 
terdapat di dalam apa yang disebut  Kategorischen Imperative 
menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu 
keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap 
pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus 
dikesampingkan.21 
Dari teori tersebut, Nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu 
tuntutan etika, apabila seseorang yang melakukan kejahatan akan 
dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya 
untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik. 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 
 Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, 
artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 
memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi. 
 
 
                                                          
20Ibid. hal.16 
21 P.AF.Lamintang., Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988, Hal.25. 
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c. Teori Gabungan atau Teori Modern (vereningings Theorien) 
 Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolute dan teori 
relative, teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan 
penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah 
memberikan pemidanaan dan penderitaan. 
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List dengan 
pandangan sebagai berikut :22 
a. Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. 
b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 
bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan 
sosiologis. 
c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan 
pemerintah untuk memberantas kejahatan. 
 
3. Jenis-jenis pidana 
Dalam pasal 10 KUHP disebut tujuh jenis pidana, yaitu : 
a. Pidana Pokok :  
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
b. Pidana tambahan : 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
 
Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman 
selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP : 
                                                          
22 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1988 hal.47 
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1. Pidana Mati 
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang 
dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, 
misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian 
dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4 KUHP), pemberontakan 
yang diatur dalam pasal 124 KUHP. 
2. Pidana Penjara 
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, 
yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara 
lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai 
kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan 
terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan 
karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang 
dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari 
dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 
KUHP. 
3. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih 
ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang 
diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan 
terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya 
pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yaitu 
lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan 
paling lama satu tahun. 
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4. Pidana Denda 
Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran 
juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai 
alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada 
hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan 
jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda 
diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda tersebut dapat 
dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak 
keluarga.  
5. Pencabutan Hak Tertentu 
Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi : 
(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut 
dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, 
atau dalam aturan umum lainnya ialah : 
a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
tertentu; 
b. Hak memasuki angkatan bersenjata; 
c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
d. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus 
menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak 
menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu 
pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 
e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 
f. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu. 
(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari 
jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan 
penguasa lain untuk pemecatan itu. 
 
6. Perampasan Barang Tertentu  
Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka 
barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau 
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barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan 
kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi : 
(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan dapat dirampas. 
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga 
dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang 
ditentukan dalam undang-undang. 
(3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang 
bersalah oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi 
hanya atas barang-barang yang telah disita.  
 
7. Pengumuman Putusan Hakim  
Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan 
kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian 
masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. 
Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, 
atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi 
cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim di muat 
dalam putusan (Pasal 43 KUHP). 
 
C. Pertanggung jawaban pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaarheid atau criminal responsbility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang 
terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindakan pidana yang terjadi atau tidak.23 
                                                          
23Ibid, hlm. 73. 
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Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan 
sebagai berikut: 
a) Mampu Bertanggung jawab  
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada 
umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang 
diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 
KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:  
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” 
 
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur 
mampu bertanggungjawab mencakup: 24 
1) Keadaan jiwanya:  
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 
sementara (temporair); 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan 
sebagainya); dan  
c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar(slaapwandel), mengigau 
karena demam (koorts), dan lain sebagainya. Dengan 
perkataan lain dia dalam keadaan sadar. 
 
2)  Kemampuan jiwanya: 
a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 




Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam 
hukum positif indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, 
yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya 
                                                          
24Ibid, hlm. 76. 
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kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk 
dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.25 
Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu 
kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih 
jelas sebagai berikut: 
1) Kesengajaan (opzet) 
Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, 
sengaja (Opzet) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu 
atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan 
oleh undang-undang.26 
Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa 
kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:27 
a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu 
perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga 
menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. 
Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia 
tidak akan melakukan berbuat.28 
 
b) Kesengajaan dengan insaf pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn).  
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuatnnya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari 
delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan 
mengikuti perbuatan itu.29 
 
                                                          
25 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 227 
26 Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 226. 
27 Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan 
Penyelidikan), Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9. 
28 Teguh Prasetyo, Op.cit. hlm. 98.   
29 Amir Ilyas, Op.Cit. hlm. 80.   
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c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
eventualis).  
Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran 
akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan 
dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan 
tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat 
lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.30 
 
2) Kealpaan (culpa) 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan 
kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, 
kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada 
kesengajaan. 
Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:31 
a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld/culpa lata). 
Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga 
akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha 
untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut. 
b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld/culpa levis) 
Dalam hal ini, si pelaku tidak membayang atau menduga 
akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam 
hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya 
memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.32 
 
c)   Tidak ada alasan pemaaf 
Alasan pemaaf atau schulduitsluitingsground ini manyangkut 
pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah 
dilakukannya atau criminal responbility, alasan pemaaf ini menghapuskan 
kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.  
Alasan pemaaf terdiri atas daya paksa relatif, Pasal 48 KUHP, 
pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces), Pasal 49 ayat 
                                                          
30 Leden Marpaung, Op.cit., hlm. 18.   
31Ibid. hlm. 26.   
32Ibid. 
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(2) KUHP, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi 
terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP. 
 
D. Tinjauan umum tentang tindak pidana Korupsi 
1. Pengertian korupsi 
 Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut ‘Korupsi` (dari bahasa latin 
curruptio = penyuapan; curruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, 
badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya 
penyuapan, pemalsuan, serta ketidak beresan lainnya.33 
Didalam black’s law dictionary dalam bukunya Marwan Effendy 
menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu:34 
“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 
memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban 
resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan 
jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan 
untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan 
kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”. 
 
Pengertian korupsi secara harafiah menurut A. I. N. Kramer SR 
mengartikan kata korupsi sebagai : busuk, rusak atau dapat disuap.35 
 Sedangkan arti korupsi yang telah diterima dalam perbendarahaan 
kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta bahwa korupsi 
adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan 
uang sogok dan sebagainya.36 
                                                          
33 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm.8 
34Marwan Effendy, SIstem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa 
Perkembangan Hukum Pidana (Jakarta: Referensi, 2012) Hal. 80 
35John M. Echols dan Hassan Shadaly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 1997) Hal. 149 
36W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
1976) Hal. 524 
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 Beberapa pengertian dalam sudut pandang etimologi tersebut pada 
akhirnya nampak bahwa korupsi memliki pengertian yang sangat luas. 
Sependapat dengan ini adalah pengertian dari Encyklopedia Americana 
yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah37yaitu : Korupsi adalah suatu 
hal yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi 
menurut waktu, tempat, dan bangsa. 
 Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharuddin 
Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmer38, menguraikan arti istilah 
korupsi dari berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah 
penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan 
yang menyangkut bdang kepentingan umum. 
Sedangkan Soedarto menjelaskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya 
sebagai berikut39 : 
1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau 
suatu badan. 
2) Perbuatan itu bersifat melawan hukum 
3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan negara dan / atau perekonomian negara atau perbuatan 
itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan 
suatu negara atau perekonomian negara 
 
 Selain itu, perlu diperhatikan mengenai pernyataan dari World Bank 
yang dikutip dalam bukunya Marwan Effendy berdasarkan hasil 
penelitiannya yang menjelaskan bahwa 40: 
“Korupsi adalah “An Abuse Of public Power For Private Gains” atau 
penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan 
pribadi.” 
                                                          
37Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan 
Internasional (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) Hal. 6 
38 Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Hal. 9 
39Ibid, Hal. 18 
40Marwan Effendy,Op. Cit, Hal. 81 
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Dalam sudut pandang Normatif, pengertian korupsi dapat dilihat 
dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dijelaskan 
pengertian korupsi melalui unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Unsur-
unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 adalah: 
1) Melawan hukum 
2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 
Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 3 
adalah: 
1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sama yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan, 
3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
 
2. Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi 
 Korupsi merupakan suatu perbuatan, oleh karenanya terdapat 
alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa orang melakukan perbuatan 
korupsi. Andi Hamzah membuat hipotesis mengenai sebab-sebab korupsi 
sebagai berikut:41 
1) Kurangnya gaji atau pendapat pegawai negeri dibandingkan 
dengan yang makin hari makin meningkat; 
2) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia; 




 Marwan effendy turut mengambil bagian dalam menemukan 
jawaban dari sebab-sebab korupsi, dengan berangkat dari pengertian 
                                                          
41Andi Hamzah, Op.Cit, Hal. 13–23 
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korupsi yang disampaikan oleh Sheldin S, Steinberg dan David T.Ausytern 
yang menyatakan bahwa :42 
 “Korupsi adalah perbuatan tidak etis yang merusak sendi-sendi 
pemerintahan yang baik yang disebabkan oleh minimnya integritas, sistem 
karier dan penggajian yang tidak berbasis kinerja serta standar pelayanan 
minimal dan perilaku masyarkat yang serba instant dalam setiap urusan. 
 Mengenai korupsi tersebut Patrick Glynn, Stephen J.Korbin, dan 
Moise Naim dalam buku terjemahan Kimberly Ann Elliot43 berpandangan 
bahwa : 
“korupsi disebabkan sebagai akibat dari perubahan politik secara 
sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja 
lembaga social politik, tetapi juga hukum”. 
 
 Pendapat mereka tersebut nampak terbukti dalam perubahan 
politik di Indonesia yang kini sedang dalam tahap reformasi. Sebelum 
reformasi atau ketika orde baru, korupsi mejadi sistemik dan hierarkis. 
Kemudian dengan jatuhnya orde baru yang kemudian munculnya 
pengenalan system pemilihan umum yang baru di tahun 1999 dan 
implementasi desentralisasi di tahun 2001 membuat pola korupsi era orde 
baru menyusut, tetapi dalam perkembangannya justru korupsi dalam skala 
kecil semakin meningkat karena pemain lama yakni para pejabat kakap 
sudah absen. Meningkatnya korupsi dalam skal kecila ini malah ternyata 
telah membuat suatu budaya yang dapat memaklumi keikutsertaan dalam 
korupsi.44 
                                                          
42Marwan Effendy, Op. Cit, Hal. 83-84 
43Kimberly Ann Elliot, Corruption and The Global Economy, Edisi Pertama (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia 1999) Hal. 11 
44Ibid 
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3. Unsur-unsur Tindak pidana korupsi 
Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari 
pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa 
pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan 
di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis 
inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : 
1. Tindakan seseorang atau badan hukum.  
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.  
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.  
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara 
atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.  
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri 
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 
kewajibannya.   
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan 
dalam jabatannya.  
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk diadili.  
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8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan 
menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan 
maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan 
diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada 
pengadilan untuk diadili.  
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya 
perbuatan curang tersebut.  
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 
sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat 
berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 
atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang 
lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.  
11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, 
atau membuat tidak dapat dipakai barang; akta, surat, atau daftar 
yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka 
pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan 
membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, 
atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, 
menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai 
barang, akta, surat, atau daftar tersebut.  
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12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah 
atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau 
janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 
jabatannya.  
Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang 
atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka 
kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat 
penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu 
tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala 
tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang 
terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya 
unsur- unsur tersebut. 
4. Penyalahgunaan wewenang 
Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan 
seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan 
kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya 
kewenangan tersebut. Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana 
korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang 
berbunyi : 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
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kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 
50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”    
 
Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan 
penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang 
melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh 
pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya 
kewenangan tersebut. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa 
penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan 
atau kedudukan.  
Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau kedudukan oleh 
pasal  tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang 
dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Negara atau 
kepentingan umum, selain itu jabatan atau kedudukan dapat dipangku 
oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula 
dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri 
atau orang perseorangan.   
Pusat penerangan hukum kejaksaan agung Republik Indonesia 
(Puspenkum Kejagung RI) juga menjelaskan mengenai arti 
penyalahgunaan kewenangan menurut Undang-Undang Tipikor dalam 
tiga point, yakni : 
a. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan.  
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b. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah 
sesuai dengan peraturan.  
c. Berpotensi merugikan Negara.  
Selain itu, Jean Rivero mengartikan penyalahgunaan kewenangan 
dalam tiga wujud, yaitu:  
a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan tindakan 
yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk 
menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. 
b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat 
tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi 
menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh 
Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.  
c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan 
prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan 
tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.   
 
E. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa. 
1. Pengertian Barang dan Jasa  
a. Barang 
Menurut Pasal 1 angka 14 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. No. 4 
Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan jasa. Barang adalah setiap 
benda baik dari wujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak 
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 




Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. No. 4 Tahun 2015, dalam 
Pasal 1 angka 16 jasa konsultansi adalah jasa layanan professional yang 
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 
mengutamakan adanya pola pikir (brainware).  
Sedangkan Jasa lainnya dalam Pasal 1 angka 17 Perpres No. 54 
Tahun 2010 jo. No. 4 Tahun 2015 adalah jasa yang membutuhkan 
kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) salam 
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau 
penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelakasaan pekerjaan konstruksi 
dan pengadaan barang. 
c. Pengadaan Barang dan Jasa 
Kemudian yang dimaksud dengan pengadaan Barang dan Jasa 
Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. No. 4 Tahun 2015, yaitu , 
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 
pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang 
atau jasa oleh kementrian atau lembaga atau satuan kerja perangkat 
daerah atau institusi yang prosenya dimulai dari perencanaan kebutuhan 
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau 
jasa. 
2. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Prinsip-prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan atau peraturan 
atau standar yang pokok (utama) dilaksanakan dalam pengadaan. 
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Dengan demikian penerapan prinsip dasar pengadaan adalah merupakan 
keharusan. Sesuai dengan teori ekonomi dan pemasaran, barang/jasa 
harus diproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen 
(pembeli). Masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda-beda. 
Pengguna barang/pembeli menghendaki barang/jasa berkualitas tertentu 
dengan harga yang semurah-murahnya, sebaliknya penjual menginginkan 
keuntungan setinggi-tingginya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. 
Selain itu dalam pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah, pada 
umumnya para pelaku pengadaan cenderung belum merasa “memiliki” 
seperti dengan membelanjakan dengan uangnya sendiri. Dalam teori 
agensi, pemilik sumber daya (uang) pada instansi pemerintah adalah 
rakyat, sedangkan pengguna anggaran/barang adalah manajer yang 
seringkali memiliki tujuan berbeda dengan pemiliknya. Tanpa prinsip para 
pihak cenderung untuk memuaskan keinginannya masing-masing. Oleh 
karena itu, diperlukan kesepakatan yang harus dipenuhi bersama. Adapun 
prinsip-prinsip pengadaaan barang dan jasa sesuai dengan Pasal 5  
Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 
1. Efisien, maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus 
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas 
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, 
efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal 
dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu 
sebagaimana yang direncanakan. Istilah efisiensi dalam 
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pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh 
harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, 
perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur 
dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya 
pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.  
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan 
barang/jasa supaya efisien adalah: Penilaian kebutuhan, apakah 
suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi 
pemerintah;Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara 
tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode 
pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu; 
Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga 
Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar; Evaluasi dan 
penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value 
for money yang terbaik; dan dalam proses pemilihan penyedia 
barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya. 
2. Efektif, Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh 
barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. 
Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa: 
i. Kualitas terbaik; 
ii. Penyerahan tepat waktu; 
iii. Kuantiutas terpenuhi; 
iv. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan 
v. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan 
pencapaian kebijakan atau program. 
 
Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa 
harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat 
37 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan 
sasaran yang ditetapkan. 
3. terbuka dan bersaing, Terbuka dan bersaing artinya pengadaan 
barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang 
memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang 
sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi 
syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang 
jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar 
yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan 
barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang 
sehat. Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat 
diberlakukan: 
i. PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon 
peserta; 
ii. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta 
mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat 
kompetitipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan; 
iii. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus 
mendorong terjadinya persaingan sehat; 
iv. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif 
menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya 
persaingan yang sehat; 
v. Dihindarkan terjadinya conflict of interest; danDitegakkannya 
prinsip non diskriminatif secara ketat.  
 
Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua 
penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. 
Persaingan sehat dan terbuka (open and efektive competition) 
adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila 
Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh 
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calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut 
dalam persaingan. 
4. Transparan, Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap 
kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media 
informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha 
yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan 
barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon 
peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan 
respon pengumuman tersebut. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah: 
i. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan 
praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda 
pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta; 
ii. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses 
pengadaan barang/jasa harus transparan; 
iii. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta 
untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus 
dibuat transparan; dank 
iv. riteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang 
harus transparan kepada seluruh calon peserta. 
 
 Jadi dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan: 
a. Pengumuman yang luas dan terbuka; 
b. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan 
proposal/penawaran; 
c. Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang 
harus dipenuhi; 
d. Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara 
penilaian penawaran. 
Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua 
ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa 
termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, 
hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya 
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terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta 
masyarakat luas pada umumnya. 
5. adil/tidak diskriminatif, Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah 
pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang 
berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan 
tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak 
tertentu dengan dan atau alasan apapun. Hal-hal yang harus 
diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak 
diskriminatif adalah: 
i. Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak 
memihak; 
ii. Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam 
pengadaan barang/jasa; 
iii. Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang 
menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang 
patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang 
dilakukan;Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak 
boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi; 
iv. Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan 
tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada 
control dan supervisi); dan 
v. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua 
kegiatan. 
 
6. akuntabel, Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, 
keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas 
umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan 
prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan 
barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang 
terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan 
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peraturan yang berlaku.Beberapa hal yang harus diperhatikan 
sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah: 
i. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap; 
ii. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-
aturan; 
iii. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti 
dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang 
dilakukan oleh peserta.  
 
3. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 
 Berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 BAB VI Pasal 
35 ayat (2), Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan: 
Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum, pelelangan terbatas, dan 
Pelelangan Sederhana;  
a. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua 
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lain yang memenuhi syarat. 
b. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang 
mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan 
yang kompleks. 
c. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 Sedangkan berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 
Pasal 35 ayat (3), menyatakan Pemilihan Pekerjaan Konstruksi dilakukan: 
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a. Penunjukan Langsung;  
Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia 
Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
b. Pengadaan Langsung; atau  
Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa 
langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui 
Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung. 
c. Kontes/Sayembara  
Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang  
memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi 
tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan 





A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna 
menunjang penelitian ini adalah di wilayah hukum Mahkamah Agung 
Republik Indonesia. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung 
terhadap majelis hakim dan panitera yang menangani kasus 
tersebut . 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
atau dari berbagai literature dengan menelaah buku-buku, artikel, 
internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang 
relevan dengan permasalahan yang diteliti.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan 
dengan dua cara, yaitu: 
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Penelitan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan 
menelusuri sejumlah buku-buku, peraturan perundang-undangan ataupun 
literatur-literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. 
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2. Penelitian lapangan (field research) 
Penelitian dilaksanakan dengan terjun langsung kelokasi penelitian 
dengan melakukan pengamatan secara langsung (observasi). Metode ini 
terdiri atas dua cara yaitu: 
a) Wawancara langsung terhadap majelis hakim dan panitera 
yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi 
pengadaan barang dan jasa dengan nomor register perkara 
2911/K/Pid.Sus/2015/MA. 
b) Dokumentasi yaitu menelusuri data yang berupa dokumen dan 
arsip yang diperoleh dari panitera muda bagian pidana 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer 
ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif 
adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar 
pengetahun yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. 
Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian 
disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada 
Perkara Putusan No. 2588K/PID.SUS/2015.  
1. Posisi Kasus 
Pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  Kab. 
Bangka Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 
11.986.250.000,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh enam dua 
ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bangka 
Selatan sesuai dengan DPA pada RSUD Kab. Bangka Selatan Nomor : 
1.02.02.01.26.88.5.2.2.1. Dari total anggaran tersebut selanjutnya di 
alokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Operasi dengan Nilai 
Pagu sebesar Rp. 11.940.833.088,- (sebelas miliar sembilan ratus empat 
puluh juta rupiah delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan 
rupiah); 
 Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat- alat Operasi T.A 2013 
dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2013 S/d tanggal 16 
September 2013 dengan Sistim pelelangan umum secara e-
procurement melalui LPSE Kab. Bangka Selatan dengan 
metode Pasca Kualifikasi, satu sampul dan sistim gugur, 
dengan tahapan- tahapan sebagai berikut : 
1. Pengumuman Pasca Kualifikasi 
2. Download Dokumen Pengadaan 
3. Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing 
4. Upload Dokumen Penawaran 
5. Pembukaan Dokumen Penawaran 
6. Evaluasi Penawaran 
7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi 
8. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 
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9. Penetapan Pemenang 
10. Pengumuman Pemenang 
11. Masa sanggah 
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (Gunning) 
13. Penanda tanganan Kontrak 
 Dalam kenyataannya sebelum dilaksanakan pelelangan 
Kegiatan Pengadaan Alat- alat Operasi T.A 2013 tersebut, 
Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS selaku Direktur RSUD 
Kab. Bangka Selatan yang berkapasitas sebagai Pengguna 
Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
pada kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. 
Bangka Selatan T.A. 2013 telah melakukan pertemuan dengan 
Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA , S.Psi als YUDIS yang 
merupakan calon penyedia barang / jasa, yakni pada sekitar 
bulan Januari 2013 bertempat di Rumah Makan di daerah 
Taman Sari Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa dr. 
FRANSSEDA mengatakan kepada saksi YUDISTIRA : ”PAK 
YUDIS SAYA MINTA TOLONG UNTUK IKUT DALAM 
KEGIATAN PAKET ALKES”, kemudian saksi YUDISTIRA 
menjawab :  ”APA KEBUTUHANNYA SUDAH DISUSUN ATAU 
BELUM?”, dan selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA 
menjawab : ”KEBUTUHAN SUDAH KITA BUAT, KEGIATAN 
INI DENGAN ANGGARAN TERSEBUT MERUPAKAN 
PERJUANGAN KITA KALAU PAK YUDIS MAMPU, BISA 
TIDAK SISIHKAN SAYA 10%?”, dan dijawab lagi oleh saksi 
YUDISTIRA : ”SAYA INGIN TAHU DULU KEBUTUHAN ALAT 
OPERASI”. Saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS 
meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi 
als YUDIS untuk menyerahkan 2,5 % dari total 10% nilai 
anggaran dan meminta di muka untuk diserahkan kepada 
Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS yakni senilai Rp. 
350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah); 
 Dengan adanya permintaan dan ajakan kerjasama untuk 
mengerjakan kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD 
Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 dari Terdakwa dr. 
FRANSSEDA als FRANS tersebut, saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi merasa tertarik dan menyetujuinya dengan 
perhitungan bahwa nantinya saksi YUDISTIRA akan 
mendapatkan keuntungan dari proses kegiatan tersebut dan di 
sisi lain nantinya juga akan menguntungkan orang lain yakni 
Terdakwa dr. FRANSSEDA. 
 Selanjutnya pada akhir bulan Februari 2013 bertempat di Resto 
di daerah Taman Sari Jakarta Barat, Terdakwa kembali 
melanjutkan pertemuan dengan saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan dalam pertemuan tersebut 
Terdakwa dr. FRANSSEDA menyerahkan daftar barang-
barang/ alat- alat yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan 
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alat- alat Operasi T.A 2013 di RSUD Kab. Bangka Selatan dan 
Terdakwa dr. FRANSSEDA meminta uang sebesar Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi YUDISTIRA 
ARIA WICAKSANA, S.Psi dengan alasan untuk membeli cincin 
istrinya sebagai hadiah ulang tahun perkawinan. Atas 
permintaan Terdakwa dr. FRANSSEDA tersebut saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS langsung 
menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta 
rupiah) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS. 
 Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2013 bertempat di dalam 
mobil di lapangan Merdeka Pangkal Pinang, Terdakwa 
melakukan pertemuan kembali dengan saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sebagai tindak lanjut dari 
pertemuan pada bulan Januari dan Februari 2013. Dalam 
pertemuan di lapangan merdeka Pangkalpinang tersebut, 
Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS kembali menerima 
uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari 
saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan 
pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS menyerahkan selembar surat pernyataan yang dibuat 
oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS 
dan diberi tanggal 05 Februari 2013 agar ditandatangani oleh 
Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS. Adapun isi surat 
pernyataan yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi untuk ditandatangani oleh Terdakwa dr. 
FRANSSEDA sebagai berikut : 
”Dengan ini menyatakan bahwa saya (dr. FRANSSEDA) telah 
menerima dana pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga 
ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. REJEKI AGUNG 
MAKMUR SURABAYA. Dana tersebut akan di pergunakan 
untuk pengurusan Dana APBD Kabupaten Bangka Selatan 
Tahun 2013 pada satuan kerja RSUD Bangka Selatan 
Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan senilai Rp. 
11.999.850.000,- (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), hingga 
dilaksanakannya pengadaan Dana APBD tahun 2013 tersebut 
oleh PT. REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA secara 
penuh atau beserta mitra kerja perusahaannya. Dan 
selanjutnya pelaksanaannya diatur penuh oleh PT. REJEKI 
AGUNG MAKMUR SURABAYA dengan mengikuti peraturan 
dan perundang- undangan yang berlaku. Dan apabila terdapat 
kegagalan atas pengurusan Dana APBD Kabupaten Bangka 
Selatan tahun 2013 pada satuan kerja RSUD Bangka Selatan 
ataupun kegagalan sehingga tidak terlaksananya oleh PT. 
REJEKI AGUNG MAKMUR SURABAYA atau beserta mitra 
kerja perusahaannya,maka saya (dr. FRANSSEDA) bersedia 
segera mengembalikan dana pinjaman tersebut diatas secara 
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utuh tanpa dipotong apapun, selambat- lambatnya 7X24 jam 
setelah diterima surat/ berita mengenai kegagalan tersebut” 
 Selanjutnya pada bulan Mei 2013, Terdakwa dr. FRANSSEDA 
menghubungi saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS dan Terdakwa dr. FRANSSEDA meminta kepada saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA untuk dibantu dibuatkan 
kelengkapan administrasi kegiatan pengadaan alat-alat operasi 
di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 berupa :  
1. Spesifikasi Teknis Barang; 
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 
 Sebagai bahan yang diperlukan dalam menyusun dan 
membuat administrasi berupa Spesifikasi Teknis Barang dan 
HPS tersebut diperlukan survey ke alamat-alamat perusahaan / 
distributor, selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, 
S.Psi als YUDIS memberikan alamat- alamat perusahaan/ 
distributor yang harus dilakukan survey barang- barang yang 
dibutuhkan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS, 
antara lain: 
1) PT. B. BRAUN INDONESIA 
2) PT.BLESSINO INDONESIA 
3) PT. INDO PRIMA BIONET 
4) PT.MADESA SEJAHTERA UTAMA 
5) PT. MATESU ABADI 
6) PT. MEDTEK 
7) PT. MULYA HUSADA JAYA 
 Kemudian pada minggu pertama bulan Juni 2013, Terdakwa dr. 
FRANSSEDA Als FRANS bersama dengan saksi YUDI 
SETIADI datang ke Jakarta guna melakukan survey barang-
barang yang dibutuhkan ke distributor- distributor sebagaimana 
yang diberikan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, 
S.Psi als YUDIS dan pada saat itu saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS ternyata sudah menunggu 
Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI di kantor 
distributor PT. BLESSINDO. Pada saat itu Terdakwa dr. 
FRANSSEDA dan saksi YUDIS SETIADI bersama-sama 
dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS 
melakukan survey barang-barang yang dibutuhkan di PT. 
BLESSINDO guna mendapatkan brosur dan price list/ daftar 
harga barang yang dibutuhkan. Kemudian Terdakwa dr. 
FRANSSEDA menyuruh saksi YUDI SETIADI untuk minta 
Stempel/ Cap dan tanda tangan dari bagian pemasaran 
Distributor PT. BLESSINDO INDONESIA sebagai bukti survey 
barang yang dibutuhkan, setelah itu mengambil brosur dan 
price list dari barang- barang yang dibutuhkan, sedangkan 
untuk distributor lainnya, Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi 
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YUDI SETIADI hanya melalui Surat Permintaan Informasi 
Harga dan Barang yang dikirimkan kepada para distributor 
tersebut; 
 Setelah selesai dilakukan survey barang yang dibutuhkan tersebut, 
kemudian sekitar minggu ketiga bulan Juni 2013, Terdakwa dr. 
FRANSSEDA kembali menemui saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS di Jakarta dan dalam pertemuan 
tersebut dibahas mengenai hasil survey, Spesifikasi Teknis Barang 
dan HPS yang akan digunakan untuk pelelangan sehingga hasil 
yang di dapatkan dari diskusi tersebut bahwa dari survey barang- 
barang yang di butuhkan oleh pihak RSUD sesuai dengan 
perencanaan akan di ajukan ke tahap pelelangan dan juga 
pembahasan tentang perhitungan nilai overhead di HPS yang pada 
saat itu saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS 
meminta agar nilai overhead antara 10 % sampai 15 % dengan 
alasan adanya kenaikan harga kurs dolar namun apabila nilai 
tersebut di tetapkan maka melebihi pagu anggaran yang tersedia, 
akhirnya disepakati selisih nilai keuntungan dari barang- barang 
hasil survey dengan pagu anggaran sebesar 7 % dimasukan ke 
overhead di HPS. Selain itu Terdakwa dr. FRANSSEDA als 
FRANS meminta kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, 
S.Psi als YUDIS supaya dibuatkan Spesifikasi Teknis Barang dan 
HPS; 
 Selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS menyusun Spesifikasi Teknis Barang yang didasarkan 
atas brosur/ gambar dan HPS berdasarkan price list/ daftar 
harga barang berdasarkan brosur dan gambar yang didapatkan 
dari distributor- distributor tersebut dari hasil survey yang 
dilakukan oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI 
SETIADI bersama saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi 
als YUDIS maupun yang didapatkan oleh saksi YUDISTIRA 
ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sendiri, sehingga saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sudah 
mengetahui sejak awal tentang Spesifikasi teknis barang 
maupun HPS tersebut dan seolah-olah HPS dan Spesifikasi 
Teknis Barang tersebut disusun oleh Terdakwa dr. 
FRANSSEDA. HPS yang tersusun dengan nilai total sebesar  
Rp. 11.940.833.088,- (sebelas miliar sembilan ratus empat 
puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh 
delapan rupiah) dengan overhead sebesar 7 %; 
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP No. 
14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 
2012, dalam Bab II (Tata cara pemilihan penyedia barang) 
huruf A (Persiapan pemilihan penyedia barang) angka 3 
(Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan 
pengadaan), huruf a poin ke-1 dan ke-2 disebutkan bahwa : 
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a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan pengadaan  
PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai 
dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi: 
1) Spesifikasi Teknis dan Gambar. 
PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai 
dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan 
gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui 
oleh PA/KPA. 
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
a) digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti 
perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian; 
Dst 
 
Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatas, tindakan 
Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku PPK pada 
kegiatan pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka 
Selatan T.A. 2013 seharusnya menyusun sendiri Spesifikasi 
Teknis Barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, 
namun faktanya Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS malah 
memberikan tugas penyusunan Spesifikasi Teknis Barang dan 
HPS tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, 
S.Psi als YUDIS padahal Terdakwa mengetahui bila saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi sebagai calon penyedia 
barang / jasa pada kegiatan pengadaan Alat-alat Operasi di 
RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013. Selain itu, sesuai 
dengan pasal 66 ayat (5) huruf (a) dan (b) Perpres No. 70 
Tahun 2012 menyebutkan  bahwa“HPS digunakan sebagai  : 
a) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk 
rinciannya; 
b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang 
sah” 
 
 Sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 Ayat (3) Perpres No. 70 
Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 
disebutkan bahwa ”PPK dapat dibantu Tim Pendukung yang 
diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa”, namun 
Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS tidak pernah membentuk 
Tim Pendukung yang dimaksud untuk membantu pelaksanaan 
tugas Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK dalam kegiatan 
pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 
2013, Terdakwa justru memberikan tugas penyusunan Spesifikasi 
Teknis Barang dan HPS tersebut kepada saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS; 
 HPS yang dibuat dan disusun oleh saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS tersebut seolah- olah telah 
memperhitungkan nilai kualitas dan nilai harga barang serta 
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telah tercantum juga didalamnya satuan harga barang per item 
barang dan nilai total barang beserta MERK BARANG, namun 
ternyata di dalam DPA RSUD khususnya untuk mata anggaran 
belanja modal pada kegiatan pengadaan alat- alat operasi tidak 
ada/ tidak tercantum rincian harga satuan. Padahal sesuai 
dengan Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, disebutkan 
bahwa :“Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia” dan 
sebagaimana dalam penjelasan atas Pasal 66 ayat (3) Perpres 
Nomor 70 Tahun 2012 tersebut di jelaskan bahwa ”Yang 
dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan 
seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan 
ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. 
Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia”, 
begitupun juga di atur dalam Peraturan Kepala LKPP nomor 6 
tahun 2012  tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah pada BAB II A angka 1.2 huruf (b) angka 3 
huruf (b) angka 5 huruf (b) di sebutkan bahwa : ”Kejelasan 
Spesifikasi Teknis Barang tidak mengarah kepada 
merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang”. 
 Perbuatan Terdakwa dr. FRANSSEDA tersebut jelas-jelas 
bertentangan dengan aturan dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 
yang mengharuskan dan memberikan tugas kepada PPK untuk 
menyusun dan membuat Spesifikasi Teknis dan Gambar 
maupun menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), apalagi 
sesuai ketentauan dalam pasal 66 Perpres No. 70 Tahun 2012 
bahwa HPS bersifat rahasia kecuali total besaran HPS itu.  
 Dengan dibuatnya Spesifikasi Teknis Barang dan HPS 
Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka 
Selatan T.A. 2013 oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, 
S.Psi als YUDIS, jelas sangat menguntungkan saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS selaku calon 
Penyedia Barang / Jasa (Rekanan dalam Kegiatan Pengadaan 
Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013) 
karena saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS 
sudah mengetahui secara detail mengenai Spesifikasi Teknis 
Barang yang akan diadakan, bahkan juga mengetahui rincian 
harga satuan dalam perhitungan HPS, maka saksi YUDISTIRA 
ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dengan mudah dapat 
melakukan penawaran yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana ditentukan dalam dokumen lelang; 
 Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi Als YUDIS 
membuat dan menyusun Spesifikasi Teknis Barang dan HPS, 
selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS menyerahkan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS tersebut 
kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA dalam bentuk Softcopy di 
dalam Flashdisk warna hitam merk Vandisk yang selanjutnya oleh 
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Terdakwa dr. FRANSSEDA diserahkan kepada saksi YUDI 
SETIADI dan saksi YUDI SETIADI mencetak Spesifikasi Teknis 
Barang dan HPS tersebut, dan setelah dicetak selanjutnya 
Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS menandatangani 
kelengkapan administrasi pengadaan alat-alat operasi RSUD Kab. 
Bangka Selatan seolah-olah Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku 
PPK yang membuat kelengkapan administrasi tersebut;  
 Adapun spesifikasi teknis barang pada kegiatan pengadaan 
alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 
tersebut terdiri dari sebagai berikut: 
  








2. Anesthesia Machine Heyer/ Germany 1 Unit 






















8. Drainage Section Pump Uzumcu - Turkey 2 Unit 
9. Elektro Surgical Ubit for OR Uzumcu - Turkey 1 Unit 
















14. Mayyo Trolley for OR Uzumcu - Turkey 3 unit 










17. Operating Lamp 
Combination  Ceilling Surgical 
Camera & Monitoring System 
Uzumcu - Turkey 1 unit 
18. Operating Table Electric Uzumcu - Turkey 1 unit 
19. Resucitation Bag For Adult Uzumcu - Turkey 2 Set 
20. Resucitation Bag For Child Uzumcu - Turkey 1 Set 
21. Resucitation Bag For Infant Uzumcu - Turkey 1 Set 
22. Surgical Sunction Pump Uzumcu - Turkey 2 Unit 





24. UV Room Sterizer Ultraviol - Poland 2 Unit 




26. Ventilator Machine Heyer/ Germany 1 Unit 












1. Appron 0,5 mmPb 
Protex X  
/ Germany 
2 Unit 
2. Mesin Radiologi 
GE - Healthcare 
/ China 
1 Unit 
3. Usg 4 D 






1. Oxigen Flowmeter With 
Humidifier 
Sharp / Japan 1 Unit 
2. Oxigen Therapy Sharp / Japan 5 Unit 
3. Suction Pump Sharp / Japan 2 Unit 
4 
PT. B. BRAUN 
MEDICAL 
INDONESIA 
1. Infusion Pump 
B. Braun  
/ Germany 
2 Unit 
2. Syringe Pump 
B. Braun  
/ Germany 
3 Unit 
5 PT.  MEDTEK 
1. Defibrilator Dc Shock 
Osatu Bexen 
 /  Spain 
1 Unit 













1. Elektro Cardiograf (ECG) 6 
Chanel With PC 
Cardioline 
 / Italy 
2 Unit 




3. Pulse Oximetri 
Infinium 
















































































Laringoscope Mc Chintose 
Adult 











1. Sphygmonamometer ABN 5 Unit 













Air Safety System 
Fazz Hazmat  
/ USA 
3 Unit 
13 PT. SARCI 
1. Linen OK Sarci 
 
tiap set terdiri dari : 
Alas Meja Operasi Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Duk Mata Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Duk Kaki Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Sarung Mayo Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Duk segititga Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Duk Kecil Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Duk Sedang Hijau / Indonesia 6 Pcs 
DUK Besar Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Duk Ekstra Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Wrappers Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Wrappers Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Wrappers Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Wrappers Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Wrappers Hijau / Indonesia 6 Pcs 
Wrappers Hijau / Indonesia 6 Pcs 




Trolley Barang Krisbow /Indonesia 5 Unit 
 
 Sedangkan HPS yang dibuat oleh saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang seolah-olah dibuat oleh 
Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku PPK adalah 

















1 Amputation Instrument Set 1 Set 
  
125,125,191 125,125,191 
2 Anesthesia Machine 1 Unit 
  
747,943,333 747,943,333 
3 Appendectomy Instrument Set 1 Set 
  
76,035,354 76,035,354 
4 Appron 0,5 mmPb 2 Unit 
  
8,662,500 17,325,000 
5 Bandage Instrument Set 2 Set 
  
18,006,488 36,012,976 
6 Basic Orthopedic Set 1 Set 
  
94,510,903 94,510,903 
7 Basic Surgery Set 1 Set 
  
93,788,956 93,788,956 
8 Brankard 5 Unit 
  
9,007,167 45,035,833 
9 Circumcisation Instrument Set 1 Set 
  
18,233,572 18,233,572 
10 Defibrilator Dc Shock 1 Unit 
  
198,707,500 198,707,500 
11 Drainage Section Pump 2 Unit 
  
94,266,667 188,533,333 














15 Examination Lamp 2 Unit 
  
4,300,900 8,601,800 
16 Haemorroid Instrument Set 1 Set 
  
44,373,155 44,373,155 
17 Infusion Pump 2 Unit 
  
32,925,000 65,850,000 
18 Instrument Cabinet 4 Unit 
  
8,017,500 32,069,999 
19 Instrument Trolley For OR 6 Unit 
  
5,731,000 34,386,000 
20 Instrument Cabinet For OR 1 Unit 
  
8,017,500 8,017,500 
21 Intubation Kit 1 Set 
  
38,938,213 38,938,213 
22 Irigator Stand 10 Unit 
  
1,155,000 11,550,000 
23 Laparotomy Instrument Set 1 Set 
  
212,105,236 212,105,236 
24 Large Suture Set 1 Set 
  
14,665,824 14,665,824 
25 Laringoscope 1 Unit 
  
40,615,317 40,615,317 
26 Laundry Trolley for OR 4 Unit 
  
5,544,000 22,176,000 
27 Lemari Instrument 10 Unit 
  
8,639,000 86,389,997 
28 Linen OK 2 Set 
  
7,210,500 14,421,000 
29 Locker 6 Compact 2 Unit 
  
11,401,500 22,803,000 
30 Mayo Trolley For OR 3 Unit 
  
49,230,000 147,690,000 
31 Mayor Surgery Instrument Set 1 Set 
  
56,522,405 56,522,405 
32 Minor Surgery Instrument Set 2 Set 
  
69,238,548 138,477,097 




Operating Lamp Combination 














37 Oxigen Therapy 5 Unit 
  
3,080,000 15,400,000 
38 Patient Monitor 3 Unit 
  
174,020,000 522,060,000 
39 Patient Stretcher 1 Unit 
  
147,842,500 147,842,500 
40 Pulse Oximetri 3 Unit 
  
28,556,667 85,670,000 
41 Recovery Bed 10 Unit 
  
20,335,700 203,357,000 
42 Resucitation Bag For Adult 2 Set 
  
11,903,333 23,806,667 
43 Resucitation Bag For Child 1 Set 
  
11,903,333 11,903,333 
44 Resucitation Bag For Infant 1 Set 
  
11,903,333 11,903,333 
45 Safety Light 2 Unit 
  
1,157,475 2,314,950 
46 Sphygmonamometer 5 Unit 
  
1,475,100 7,375,500 
47 Standar Infus 2 Unit 
  
1,180,667 2,361,333 
48 Sterilisator basah 5 Unit 
  
69,520,000 347,600,000 
49 Sterilisator Kering Auto Clave 2 Unit 
  
3,520,000 7,040,000 
50 Stethoscope 10 Unit 
  
812,733 8,127,333 
51 Suction Pump 2 Unit 
  
55,000,000 110,000,000 
52 Surgical Suction Pump 2 Unit 
  
81,066,667 162,133,333 
53 Syringe Pump 2 Unit 
  
26,650,000 53,300,000 




55 Trolley Barang 5 Unit 
  
1,650,000 8,250,000 
56 Trolley Instrument 5 Unit 
  
5,731,000 28,655,000 
57 Trolley Instrument Emergency 2 Unit 
  
10,710,333 21,420,667 
58 Trolley EKG 3 Unit 
  
4,180,000 12,540,000 
59 Trolley Oksigen 5 Unit 
  
2,818,750 14,093,750 
60 UV Room Sterizer 2 Unit 
  
51,363,333 102,726,667 
61 Venasectio Instrument Set 1 Unit 
  
27,708,347 27,708,347 
62 Ventilator Machine 1 Unit 
  
697,926,667 697,926,667 
63 Sectio Ceaseria Instument Set 1 Set 
  
123,026,439 123,026,439 





65 USG 4 D 1 Unit 
  
900,000,000 900,000,000 




Jumlah Total Anggaran 
Overhead 7% 
PPN 10% 
















 Setelah Terdakwa dr. FRANSSEDA menandatangani dan 
menetapkan Spesifikasi Teknis Barang maupun HPS tersebut, 
selanjutnya Terdakwa dr. FRANSSEDA menyuruh saksi YUDI 
SETIADI untuk menyerahkan kelengkapan dokumen kegiatan 
pengadaan alat-alat operasi T.A. 2013 tersebut kepada Saksi 
DERI MAYANGSARI selaku Sekretaris ULP Kab. Bangka 
Selatan, yang didukung dengan surat dari Terdakwa dr. 
FRANSSEDA selaku PPK berupa surat permintaan 
pelaksanaan pelelangan yang dilampiri juga dengan Fotocopy 
DPA RSUD Kab. Bangka Selatan Tahun 2013. Berdasarkan 
kelengkapan dokumen administrasi kegiatan pengadaan alat-
alat operasi yang diserahkan oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA 
melalui saksi YUDI SETIADI, selanjutnya saksi ISCHAR 
ADIPUTRA selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan 
menyerahkannya kepada POKJA V melalui saksi JAKSON 
DAMANIK selaku Ketua POKJA V untuk dilakukan pelelangan;  
 Atas Dokumen kegiatan Pengadaan  alat-alat operasi di RSUD 
Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 baik berupa : 
1) HPS (Harga Perkiraan Sendiri); 
2) Spesifikasi Teknis Barang; serta 
3) DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) RSUD Kab.Bangka 
Selatan. 
Oleh saksi JAKSON DAMANIK, kemudian diupload ke dalam 
situs LPSE Kab. Bangka Selatan berikut dengan kelengkapan 
dokumen pelelangan lainnya; 
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 Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS 
memastikan pengumuman pelelangan paket pengadaan Alat- 
alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 tersebut 
telah termuat dalam situs LPSE Kab. Bangka Selatan, 
selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS menggunakan Perusahaan PT. DWI ALIT PERKASA 
untuk mengikuti pelelangan / menyampaikan penawaran 
pengadaan alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan 
T.A. 2013; 
 Karena Spesifikasi Teknis Barang dan HPS yang diupload pada 
situs LPSE Kab. Bangka Selatan yang menyusun adalah saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS, sehingga 
dengan mudah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS dapat menyiapkan segala kelengkapan dokumen yang 
dibutuhkan untuk kepentingan pelelangan / pengajuan 
penawaran atas nama PT. DWI ALIT PERKASA guna 
dimasukkan dalam penawaran. Adapun guna memenuhi 
kelengkapan dokumen administrasi dan data dukungan dari 
distributor, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk menghubungi 7 (tujuh) 
Distributor- distributor sebagaimana yang telah di tunjuk oleh 
saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi kepada Terdakwa 
dr. FRANSSEDA dan telah dilakukan survey bersama-sama 
dengan Terdakwa dr. FRANSSEDA dan saksi YUDI SETIADI 
maupun ditambah dengan beberapa distributor yang tidak 
dilakukan survey untuk permintaan surat dukungan dan 
penawaran harga dari para distributor baik melalui hubungan 
telepon maupun melalui e- mail, adapun distributor-distributor 
yang memberikan dukungan dan penawaran harga kepada 
saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi / PT. DWI ALIT 
PERKASA adalah : 
 








PT. B. BRAUN INDONESIA 
PT. BLESSINDO INDONESIA 
PT. INDO PRIMA BIONET 
PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA 
PT. MATESU ABADI 
PT. MEDTEK 








PT. NUSA VENESIA WANARTHA 
PT. NUR ANDA RISTI 
PT. PRADANA ESTIARA MEDICAL 
PT. MEGAH ALKESINDO 
PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON 
PT. SARCI INDONESIA 
PT. ABADI NUSA SEMESTA 
 
 Setelah saksi ROSIKIN mendapatkan Surat Dukungan beserta 
penawaran harga barang secara Riil dari ke- 14 (empat belas) 
distributor tersebut, kemudian saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN untuk 
menyusun dokumen penawaran PT.DWI ALIT PERKASA yang 
memuat spesifikasi barang YANG ISINYA SAMA dengan 
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Spesifikasi Teknis Barang yang terdapat dalam dokumen 
pengadaan di situs LPSE Kab. Bangka Selatan yang 
sebelumnya telah di buat oleh saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan diserahkan kepada 
Terdakwa dr. FRANSSEDA, sementara untuk satuan harga 
barang saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS 
menyerahkan catatan/ tulisan tangan yang berisikan satuan 
harga barang kepada saksi ROSIKIN kemudian saksi ROSIKIN 
menginput tulisan tangan tersebut ke dalam dokumen 
penawaran dan menguploadnya ke dalam situs LPSE untuk 
pendaftaran lelang; 
 Selanjutnya saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua POKJA V 
Kab. Bangka Selatan mengajak saksi ISCHAR ADIPUTRA 
selaku Kepala ULP Kab. Bangka Selatan untuk ke Jakarta 
mengecek kebenaran Surat Dukungan yang dimiliki oleh PT. 
DWI ALIT PERKASA dari para distributor- distributor, ketika di 
Jakarta saksi JAKSON DAMANIK dan saksi ISCHAR 
ADIPUTRA diantar oleh saksi ROSIKIN menemui beberapa 
distributor dimana setelah selesai pengecekan kebenaran Surat 
Dukungan tersebut Terdakwa dr. FRANSSEDA menyerahkan 
uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 
masing- masing kepada saksi JAKSON DAMANIK dan saksi 
ISCHAR ADIPUTRA yang sebelumnya Terdakwa dr. 
FRANSSEDA dapatkan dari saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS; 
 Dari jumlah calon penyedia barang yang terdaftar sebagai 
peserta lelang dan yang memasukan Dokumen Penawaran 
terdapat sebanyak 7 (tujuh) calon penyedia barang antara lain : 
1. PT. DWI ALIT PERKASA dengan harga penawaran Rp. 
11.705.000.000,- 
2. PT. REZEKI AGUNG MAKMUR dengan harga penawaran 
Rp. 11. 881. 000. 000,- 
3. PT. AMADEA DEVINA FARMA dengan harga penawaran 
Rp. 11. 822. 470. 000,- 
4. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI dengan harga 
penawaran Rp. 9.000.000.000,-. 
5. CV. BUMI PERKASA dengan harga penawaran Rp. 
11.867.435.800,- 
6. PT. SABA MANDIRI PERKASA dengan harga penawaran 
Rp. 6.500.000.000,- 
7. PT. NONA RULITASARY dengan harga penawaran Rp. 
6.000.000.000,- 
 
Terdapat 1 (satu) calon penyedia barang yang merupakan 
konsorsium dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi 
als YUDIS yakni PT. REZEKI AGUNG MAKMUR. 
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 Sesuai dengan hasil evaluasi penawaran yang di lakukan oleh 
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 Setelah dilakukan Evaluasi oleh POKJA V, selanjutnya POKJA 
V menetapkan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai pemenang 
lelang pertama dan PT. REJEKI AGUNG MAKMUR sebagai 
pemenang lelang kedua, sesuai dengan Berita Acara Hasil 
Pelelangan Nomor : 09/ POKJA V/ PAKET 9/ 2013 tanggal 23 
Agustus 2013 oleh POKJA V Kab. Bangka Selatan. Didalam 
penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh POKJA V 
tersebut, didapatkan fakta bahwa penetapan pemenang lelang 
hanya ditandatangani oleh Saksi JAKSON DAMANIK selaku 
Ketua POKJA V dan tidak ditandatangani oleh saksi ARIANTO, 
saksi YOPI PURNOMO, saksi MUHAMMAD ADAM dan saksi 
BUDI HAMZAH selaku anggota POKJA V dikarenakan para 
anggota POKJA V merasa tidak diikutsertakan didalam proses 
pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di RSUD 
Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini. Padahal sesuai dengan 
Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 Bab II Huruf B Ke-
1 huruf 1 angka 1) yang menyatakan bahwa “Berita Acara Hasil 
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Pelelangan merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi 
administrasi, teknis, kualifikasi, dan harga yang dibuat oleh 
Kelompok Kerja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang ½ 
(satu perdua) dari jumlah anggota Kelompok Kerja ULP”, 
sehingga penetapan pemenang lelang yang hanya 
ditandatangani oleh saksi JAKSON DAMANIK selaku Ketua 
POKJA V dan tidak ditandatangani oleh anggota Pokja V yang 
lainnya adalah tidak sah; 
 Sebelum diterbitkannya Gunning atau Surat Penunjukan 
Penyedia Barang oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA selaku PPK, 
antara saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS 
dan Terdakwa dr. FRANSSEDA melakukan pertemuan di 
Jakarta pada tanggal 06 September 2013. Pada saat 
pertemuan tersebut, Terdakwa dr. FRANSSEDA mengatakan ” 
sebentar lagi mau kontrak dan segera siapkan jaminan 
pelaksanaan” dan pada saat itu Terdakwa dr. FRANSSEDA 
kembali menerima uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh 
juta rupiah) dari saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi 
als YUDIS;   
 Berdasarkan hasil pelelangan tersebut, selanjutnya diterbitkan 
Gunning atau Surat Penunjukan Penyedia Barang Nomor : 88/ 
SPPBJ/ PPK- APBD 2013/ RSUD/ 2013 tanggal 11 September 
2013 perihal Penunjukan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai 
Penyedia Barang dan Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengadaan alat- alat operasi pada RSUD kab. Bangka Selatan 
oleh PPK yakni Terdakwa dr. FRANSSEDA dan kemudian 
dibuatkan Kontrak / Surat perintah Kerja (SPK) Nomor : 88/ 
SPK/ PPK-P.A.OPERASI/ RSUD/ APBD/ 2013 tanggal 19 
September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 
11.705.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus lima juta rupiah). 
 Setelah memenangkan pelelangan pekerjaan pengadaan alat-
alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini, lalu 
pada sekitar akhir bulan September 2013, saksi YUDISTIRA 
ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh saksi ROSIKIN 
untuk melakukan penawaran harga barang kepada 14 (empat 
belas) distributor sesuai dengan Surat Dukungan yang di 
berikan kepada PT. DWI ALIT PERKASA oleh para distributor 
baik melalui hubungan telepon maupun e-mail serta hasil 
penawaran barang yang dilakukan sendiri oleh saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi khususnya untuk PT. 
BLESINDO INDONESIA, saksi ROSIKIN pada saat melakukan 
penawaran harga barang kepada 14 (Empat belas) distributor 
tersebut juga meminta diskon harga barang dan diberikan 
diskon oleh para distributor tersebut dengan variasi diskon 
antara 20% s/d 30 %; 
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 Setelah seluruh penawaran harga di dapatkan dari distributor, 
selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS 
bersama-sama dengan saksi ROSIKIN melakukan pemesanan 
barang sesuai dengan OP (Order Pembelian) yang disampaikan 
kepada masing- masing distributor serta saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS menyuruh Saksi ROSIKIN untuk 
mengajukan pencairan dana uang muka sebesar Rp. 
2.341.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) 
dari nilai kontrak, sesuai dengan Surat Nomor : 81/ DAP/ 2013 
tertanggal 30 September 2013 tentang Permohonan Pembayaran 
Uang muka, beserta lampiran Berita Acara Pembayaran Uang Muka 
dengan meminta tanda tangan saksi RIDHO HABIBI selaku Direktur 
PT. DWI ALIT PERKASA, kemudian saksi ROSIKIN meminta 
bantuan saksi YUDI SETIADI untuk mengurus pencairan dana uang 
muka tersebut di Kantor DPPKAD Kab. Bangka Selatan. Sehingga 
uang muka sebesar Rp.2.096.241.638,- (dua miliar sembilan puluh 
enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh 
delapan rupiah) dari total dana sebesar Rp. 2.341.000.000,- (dua 
miliar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) setelah dipotong pajak 
yakni PPh sebesar Rp. 31.922.462,- (tiga puluh satu juta sembilan 
ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dan 
PPn sebesar Rp. 212.835.900,- (dua ratus dua belas juta delapan 
ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), di transfer langsung 
ke Nomor Rekening : 140.305.9042 atas nama PT. DWI ALIT 
PERKASA pada tanggal 07 Oktober 2013; 
 Bahwa setelah pencairan dana uang muka dan masuk ke 
rekening PT. DWI ALIT PERKASA, selanjutnya pada tanggal 
10 Oktober 2013, saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi 
als YUDIS meminta uang muka tersebut kepada saksi RIDHO 
HABIBI selaku Direktur PT. DWI ALIT PERKASA seluruhnya 
sebesar Rp.2.096.241.638,- (dua miliar sembilan puluh enam 
juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh 
delapan rupiah), yang kemudian saksi RIDHO HABIBI 
menerbitkan check pencairan uang sejumlah yang diminta oleh 
saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS dan 
kemudian saksi RIDHO HABIBI memberikan check tersebut 
kepada saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS 
untuk dicairkan sesuai dengan cek pengambilan tunai pada 
kode transaksi 2000.178127071 atas nama YUDISTIRA ARIA;  
 Setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS 
mendapatkan uang muka tersebut, selanjutnya saksi 
YUDISTIRA memberikan lagi uang sebesar Rp. 350.000.000,- 
(tiga ratus lima puluh juta) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA 
als FRANS pada tanggal 17 Oktober 2013. Selanjutnya pada 
tanggal 27 Oktober 2013, saksi YUDISTIRA  kembali 
memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima 
juta rupiah) kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA untuk 
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keperluan membeli kendaraan operasional pribadi Terdakwa dr. 
FRANSSEDA als FRANS sebagai pemenuhan janji yang sudah 
saksi YUDISTIRA berikan kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA. 
Sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS untuk keperluan pembayaran 
Down Payment (DP) peralatan-peralatan operasi yang akan 
dibeli dari para distributor; 
 Didalam Peraturan presiden No. 70 Tahun 2012, pada pasal 88 
Ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan bahwa : 
(1)  Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang / jasa 
untuk : 
a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja; 
b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / 
materail; dan atau  
c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan 
pengadaan barang / jasa.  
(2)  Uang muka yang telah diberikan kepada penyedia barang / 
jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan uang 
muka yang telah mendapat persetujuan PPK. 
Pada kenyataannya, tindakan saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang memberikan uang 
sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) pada 
tanggal 17 Oktober 2013 dan sebesar Rp. 25.000.000,- 
(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2013 
kepada Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS bukanlah 
termasuk dalam Rencana Penggunaan Uang Muka yang 
telah Terdakwa terima tersebut dan Terdakwa dr. 
FRANSSEDA mengetahui hal tersebut namun hal ini 
dibiarkan saja oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS;  
 Selanjutnya saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi di 
RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 sampai dengan selesai. 
Kemudian pada sekitar bulan Desember 2013, saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS melakukan 
pencairan dana 80% sebesar Rp. 9.364.000.000,- (sembilan 
miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dari nilai 
kontrak, sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor 
: 92/ DAP/ 2013 tanggal 13 Desember 2013 beserta 
lampirannya yang dibuat oleh saksi ROSIKIN dengan meminta 
bantuan saksi YUDI SETIADI untuk mengurus pencairannya 
dan setelah dipotong pajak PPh sebesar Rp. 127.690.909,- 
(seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu 
sembilan ratus sembilan rupiah) dan PPn sebesar Rp. 
851.272.727,- (delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus 
tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) 
sehingga dana sebesar Rp. 8.385.036.364,- (delapan miliar tiga 
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ratus delapan puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus 
enam puluh empat rupiah) dari total dana sebesar Rp. 
9.364.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat 
juta rupiah) tersebut di transfer ke rekening PT. DWI ALIT 
PERKASA pada Bank Sumsel Babel Cab. Kapt. A. RIVAI 
Palembang, No. Rekening 140.305.9042 yang kemudian di 
cairkan oleh saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS dan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS langsung melakukan pembayaran harga barang 
maupun Pajak PPn kepada para distributor. 
 Selain membayarkan kepada para distributor, saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS juga 
menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat 
ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan janji saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS kepada 
Terdakwa dr. FRANSSEDA untuk diberikan jatah sebesar 10% 
sebagaimana janji saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi 
als YUDIS kepada saksi pada saat sebelum proses pelelangan. 
 Adapun nilai uang yang diberikan oleh saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS kepada Terdakwa dr. 
FRANSSEDA baik sebelum dilakukannya proses pelelangan, 
maupun setelah proses pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat 
operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 seluruhnya 
adalah sebagai berikut : 
1) Pada akhir bulan Februari 2013  : Rp.   50.000.000,- 
2) Pada tanggal 06 Maret 2013  : Rp. 300.000.000,- 
3) Pada tanggal 06 September 2013 di Jakarta: Rp.   20.000.000,- 
4) Pada tanggal 17 Oktober 2013  
(setelah pencairan uang muka)  : Rp. 350.000.000,- 
5) Pada tanggal 27 Oktober 2013  :   Rp.   25.000.000,- 
6) Pada tanggal 28 Januari 2014  
(setelah pencairan 100%)   :   Rp. 450.000.000,- 
TOTAL                Rp. 1.195.000.000,- 
 
Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dr. FRANSSEDA 
yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan alat-alat operasi di 
RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013 ini adalah sebesar Rp. 
1.195.000.000,- (Satu miliar seratus Sembilan puluh lima juta 
rupiah), sedangkan sisanya yakni sebesar Rp. 1.340.263.214,- 
(satu miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh tiga 
ribu dua ratus empat belas rupiah) dinikmati oleh saksi YUDISTIRA 
ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS sendiri. Dengan demikian, 
perbuatan Terdakwa telah memperkaya Terdakwa sendiri maupun 
orang lain yakni saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS; 
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Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli dari BPKP 
Perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan Alat bukti surat 
yakni Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Prov. Kep. Bangka Belitung 
dengan No. SR-520/PW29/1/2014 tertanggal 22 Desember 2014 maupun 
keterangan dari ahli SYAHMAN FIRDAUS TOBING selaku Auditor pada 
BPKPO Perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung, ditemukan kerugian 
negara sebesar Rp. 2.535.263.214,- (dua miliar lima ratus tiga puluh lima 
juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah); 
Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa dr. FRANSSEDA als 
FRANS telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2.535.263.214,- 
(dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu 
dua ratus empat belas rupiah) atau setidak- tidaknya sekitar jumlah 
tersebut atau setidak- tidaknya ada kerugian Negara akibat perbuatan 
Terdakwa; 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Berdasarkan posisi kasus diatas, Jaksa Penuntut Umum kemudian 
menyusun surat dakwaan terhadap diri terdakwa yang disusun secara 
alternatif subsidiaritas. 
PRIMAIR 
Bahwa Ia Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS dalam 
kedudukannya selaku Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan dan Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di 
RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013, bertindak sendiri- sendiri atau 
secara bersama- sama dengan saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, 
S.Psi als FRANS (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan 
tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2013 sampai 
dengan bulan Januari tahun 2014 atau jika tidak dapat ditentukan lagi 
secara pasti, setidak- tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 
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2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat  di Kabupaten Bangka 
Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Pangkal Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau 
turut serta melakukan “secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara”,  yang dilakukan oleh Terdakwa dengan 
rangkaian perbuatan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 2 ayat (1) J.o. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
 
SUBSIDAIR 
Bahwa Ia Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS, pada waktu dan 
tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair diatas, Baik 
sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta 
melakukan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” selaku 
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kab. Bangka 
Selatan, bertindak sendiri- sendiri atau secara bersama- sama dengan 
saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi (Dilakukan penuntutan 
secara terpisah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian 
perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 3 J.o. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 





Bahwa Ia Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS, pada waktu dan 
tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair 
diatas, selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Kab. Bangka Selatan dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
pada kegiatan Pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka 
Selatan T.A. 2013, “Menerima pemberian atau janji yang pemberian atau 
janji tersebut dilakukan dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”, yang dilakukan 
oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatannya. 
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
 
SUBSUDAIR 
Bahwa Ia Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selakuDirektur 
RSUD Kab. Bangka Selatan /  Pengguna Anggaran (PA) pada RSUD Kab. 
Bangka Selatan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 
kegiatan pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 
2013, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam 
dakwaan Kesatu Primair diatas, “Menerima hadiah atau janji padahal 
diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 
karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 
jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah 
atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”, yang dilakukan 
oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukannya. 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 




Bahwa Ia Terdakwa dr. FRANSSEDA als FRANS selaku Direktur 
RSUD Kab. Bangka Selatan /  Pengguna Anggaran (PA) pada RSUD Kab. 
Bangka Selatan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 
kegiatan pengadaan Alat-alat Operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 
2013, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam 
dakwaan Kesatu Primair diatas, “Menerima gratifikasi yang berhubungan 
dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, 
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang 
dilakukannya.  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 12B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Setelah mendengar dan meperhatikan keterangan saksi-saksi serta 
alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mendengar uraian tuntutan 
pidana Jaksa Penuntu Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang 
pada pokoknya penuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : 
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1. Menyatakan terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS tidak 
terbukti secara sah dan SAMA” sebagaimana dalam dakwaan 
Alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal  2 ayat  (1) Jo Pasal 
18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 
2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999  tentang 
Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP ;  
2. Membebaskan terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS dari 
Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut diatas ; 
3. Menyatakan terdakwa dr. FRANSSEDA Als FRANS terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”sebagaimana dalam 
dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair melanggar Pasal  3 Jo 
Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 
tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999  
tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP ;  
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. FRANSSEDA Als 
FRANS oleh karena itu dengan pidana penjara selama  4 
(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap 
ditahan dan denda sebesar  Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. 
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang 
pengganti Rp. 217.000.000,- ( dua ratus tujuh belas juta 
rupiah), dan jikaterpidana tidak membayaruang pengganti 
tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan 
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta 
bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi 
uang pengganti tersebut, dalam hal harta benda terpidana tidak 
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mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka 
dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan3 (tiga) bulan; 
6. Membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu 
rupiah) ; 
 
4. Amar Putusan 
a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Pangkalpinang No. 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Pangkalpinang No. 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp, tanggal 29 Mei 2015 
yang amar lengkapnya sebagai berikut:  
1. Menyatakan Terdakwa Dr. FRANSSEDA  Als  FRANS  tersebut 
diatas,  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan “  Tindak Pidana Korupsi “ sebagaimana dalam 
Dakwaan Alternatif Kedua Primair ;  
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. FRANSSEDA  Als  
FRANS oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) 
tahun dan 6 (enam) bulan  serta denda sejumlah Rp. 
50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama : 3 (tiga) bulan ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan. 
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp 25.000,-  (Dua puluh lima ribu rupiah); 
 
b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Tinggi Bangka Belitung No. 07/Pid-TPK/2015/PT.BBL 
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 07/Pid-TPK/2015/PT.BBL, tanggal 
12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: 
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- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum / 
Pembanding tersebut; 
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : Nomor 05/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Pgp, tanggal 29 Mei 2015sepanjang mengenai 
lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya 
berbunyi sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa Dr. Fransseda  telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi secara bersama – sama ; 
2. Menjatuhkan pidana tersebut oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sejumlah Rp. 
50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ; 
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti 
sejumlah Rp. 217.000.000,00 ( dua ratus tujuh belas juta 
rupiah ) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah 
putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar 
maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk 
menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila 
Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi 
maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 
; 
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang 
telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 
5.000,-(lima ribu rupiah) ; 
 
c. Putusan Mahkamah Agung 
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOBOALI 
tersebut; 
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 
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5. Analisis Penulis 
Dalam kasus Korupsi yang terjadi di Pangkal Pinang ini, penulis 
setuju dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan 
Kasasi dari Penuntut Umum kejaksaan Negeri Toboali. Penulis 
sependapat dengan Majelis hakim yang berpendapat bahwa putusan 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Pangkalpinang No. 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp, tanggal 29 Mei 2015 
yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 
(enam) bulan bulan  serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan, dan dikuatkan dengan 
putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi 
Bangka Belitung No. 07/Pid-TPK/2015/PT.BBL, tanggal 12 Agustus 2015 
yang menghukum terdakwa pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan 
denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 3 ( tiga ) bulan. Majelis hakim berpendapat bahwa 
putusan tersebut sudah tepat sehingga majelis hakim menolak 
permohonan kasasi penuntut umum. Majelis hakim juga berpendapat 
bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat 
dibenarkan, Karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal 
menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 
Tipikor. putusan Judex Facti dalam perkara ini juga sama sekali tidak 
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga penulis 
sependapat bahwa permohonan kasasi tersebut harus ditolak; 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada 
Perkara Pidana No. 2588K/PID.SUS/2015  
Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 
13/Akta.Pid/TPK/ 2015/PN.Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang 
menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut 
Umum pada Kejaksaan Negeri Toboali mengajukan permohonan kasasi 
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Tinggi Bangka Belitung tersebut; 
Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 September 2015 dari 
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toboali sebagai Pemohon 
Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 14 September 2015; 
Membaca surat-surat yang bersangkutan; 
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan 
kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toboali pada 
tanggal 24 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Negeri Toboali mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 31 Agustus 
2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 
14 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan 
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara 
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menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut 
formal dapat diterima; 
 
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi pada pokoknya sebagai berikut: 
Bahwa Pengadilan Tinggi Kep. Bangka Belitung yang telah 
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti yang tersebut diatas 
dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan 
kekeliruan dengan alasan sebagai berikut : 
 Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kep. 
Bangka Belitung sebagaimana dihubungkan dengan Putusan Pengadilan 
Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang di Pangkalpinang, 
dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Tidak menerapkan 
aturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana 
mestinya, yakni tidak menerapkan / mempertimbangkan mengenai fakta 
dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di 
sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dengan 
alasan sebagai berikut : 
I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri 
Pangkalpinang di Pangkalpinang dalam pertimbangan Putusannya 
mengenai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS  dan bukti-bukti 
surat serta adanya barang bukti yang dihubungkan antara satu 
dengan yang lainnya tidak mempertimbangkan fakta hukum yang 
didapat pada persidangan tahap pertama yakni : 
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1. Fakta Hukum nomor 11, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 
saat melakukan survey ke PT. BLESSINDO, terdakwa dr. 
FRANSSEDA als FRANS kembali bertemu dengan Saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS (dilakukan 
penuntutan secara terpisah), dalam pertemuan tersebut Saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS  mendampingi 
terdakwa dr. FRANSSEDA  guna mendapatkan brosur dan 
pricelist dari barang-barang yang dibutuhkan yang selanjutnya 
terdakwa dr. FRANSSEDA  bersama saksi YUDI SETIADI 
melanjutkan survey ke distributor-distributor lainnya. Serta Fakta 
hukum nomor 12, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS telah membuat 
dan menyusun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), 
kemudian Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS  
menyerahkan HPS dan spesifikasi teknis barang tersebut kepada 
terdakwa dr. FRANSSEDA  als FRANS dalam bentuk konsep yang 
kemudian diketik oleh saksi YUDI SETIADI.  
Ketentuan Hukumnya: 
Bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah 
dirubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 mengenai pengadaan 
Barang dan / Jasa Pemerintah serta Peraturan Kepala LKPP No. 
14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012, 
pasal 11 Ayat (1) huruf a Perpres 54 Tahun 2010 J.o. Perpres 70 
Tahun 2012 menentukan bahwa HPS dan Spesifikasi teknis 
barang haruslah dibuat dan ditetapkan oleh PPK sendiri yakni 
saksi dr. FRANSSEDA. Dalam hal ini, sudah jelas Saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS yang 
merupakan calon penyedia alat-alat operasi tersebut tidak memiliki 
hak untuk menemui terdakwa dr. FRANSSEDA  di PT. 
BLESSINDO guna keperluan membantu terdakwa dr. 
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FRANSSEDA  untuk membuat HPS tersebut, apalagi Saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS  juga membuat 
dokumen penting seperti HPS dan Spesifikasi Teknis Barang yang 
bersifat rahasia, yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dr. 
FRANSSEDA  selaku PA yang merangkap PPK kegiatan; 
Dengan dibuat HPS tersebut oleh saksi YUDISTIRA yang pada 
kenyataan merupakan calon penyedia barang yang menggunakan 
bendera PT. DWI ALIT PERKASA sebagai peserta lelang, maka 
saksi YUDISTIRA dengan mudah menyusun dokumen penawaran 
yang rincian harga maupun sepesifikasi teknis barang yang 
ditawarkan menyerupai HPS dan spesifikasi teknis barang yang 
sebelumnya telah dibuat oleh saksi YUDISTIRA dan diserahkan 
kepada terdakwa dr. FRANSSEDA  untuk ditetepkan sebagai HPS 
dan spesifikasi teknis barang dalam dokumen pengadaan. 
 
Padahal sesuai dengan Penjelasan Pasal 66 ayat (3) Perpres 54 
Tahun 2010 Jo Perpres 70 tahun 2012 bahwa Harga satuan dalam 
perhitungan HPS bersifat rahasia; 
Penjelasan Perpres tersebut bermakna bahwa kerahasiaan 
perhitungan HPS adalah untuk menjamin terselenggaranya proses 
pengadaan yang adil sehingga dapat menciptakan kesempatan yang 
sama antara para peserta lelang, namun hal tersebut tidak tejadi dalam 
pelelangan pengadaan alat-alat operasi pada RSUD Kab. Bangka Setalan 
TA.2013 . 
HPS adalah benteng terakhir menjaga tingkat kompetisi pada satu 
proses pemilihan penyedia pada level yang ideal. Maka dari itu dalam 
menyusun HPS sangat ditekankan agar PPK memperhatikan segala 
informasi yang didapatkan dalam survey pasar. Baik survey spesifikasi 
maupun harga; 
HPS berada dalam wilayah publik yang diatur dalam pasal 66 Perpres 
54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012. Maka dari itu 
harus dipilah diskon yang mana yang menjadi bagian dari HPS; 
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Ketika terdakwa dr. FRANSSEDA  selaku PPK seharusnya 
menyusun survey harga, maka informasi adanya diskon penjualan yang 
ditawarkan penyedia seharusnya menjadi bahan perhitungan dalam 
penyusunan HPS. Namun dikarenakan yang membuat HPS adalah Saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS  YUDISTIRA, maka 
HPS tersebut tidak dikurangkan dengan diskon yang telah disediakan oleh 
para distributor, sehingga terjadi kemahalan harga atas HPS tersebut 
yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana 
yang telah diperhitungkan oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Prov. Kep. 
Bangka Belitung. 
1. Fakta Hukum Nomor 26, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 
didalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pekerjaan 
pengadaan Alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 
2013 hanya ditandatangani oleh saksi JAKSON DAMANIK, S.KM 
sebagai Ketua Pokja V. 
Ketentuan Hukumnya: 
Bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah 
dirubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 mengenai pengadaan 
Barang dan / Jasa Pemerintah serta Peraturan Kepala LKPP No. 
14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012, 
menentukan bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) 
haruslah ditandatangani oleh minimal ½ anggota POKJA dan ketua 
POKJA sendiri, dan atas dokumen yang tidak ditandatangani oleh 
seluruh anggota tersebut, sesuai dengan pasal 83 Perpres 54 
Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 70 Tahun 
2012 mengenai pengadaan Barang dan / Jasa Pemerintah, maka 
terdakwa dr. FRANSSEDA  selaku Pengguna Anggaran (PA) yang 
juga merangkap sebagai PPK kegiatan haruslah membatalkan 
pelelangan tersebut dikarenakan dokumen pengadaan tidak sesuai 
dengan peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 sebagaimana telah 
dirubah dengan perpres No. 70 Tahun 2012, namun dikarenakan 
terdakwa dr. FRANSSEDA  sudah menerima uang sebelumnya dan 
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sudah ada kesepakatan dengan Saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi als YUDIS  YUDISTIRA, maka terdakwa dr. 
FRANSSEDA  tidak menggunakan hak dan kewajibannya sebagai 
Pengguna Anggaran (PA) untuk membatalkan pelelangan yang 
memenangkan PT. DWI ALIT PERKASA yang merupakan 
perusahaan saksi YUDISTIRA yang mengikuti pelelangan ini. 
 
2. Fakta Hukum Nomor 42, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 
berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Kep. 
Bangka Belitung sesuai dengan alat bukti surat yakni hasil audit 
dari BPKP perwakilan prov. Bangka Belitung dengan No. R-
520/PW29/1/2014 tanggal 22 Desember 2014 maupun keterangan 
dari ahli SYAHMAN FIRDAUS TOBING selaku Auditor pada BPKP 
Perwakilan Prov. Bangka Belitung ditemukan kerugian Negara 
sebesar Rp2.535.263.214,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima 
juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah). 
Ketentuan Hukumnya: 
Bahwa Judex factie pada tingkat pertama menilai bahwa Ahli 
melakukan perhitungan hanya berdasarkan data yang diterima dari 
penyidik dan tidak menilai keuntungan penyedia jasa, sedangkan 
mengenai jumlah barang yang diterima dinyatakan cukup dan tidak 
ada kekurangan dan pekerjaan selesai tidak melampaui waktu 
sebagaimana dalam kontrak. Bahwa atas fakta ini, judex factie 
pada tingkat pertama sependapat dengan alat bukti Ahli dan surat 
yang dihadirkan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan 
terdapat kerugian negara sebesar Rp2.535.263.214,00 (dua miliar 
lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua 
ratus empat belas rupiah), namun judex factie pada tingkat pertama 
tidak mempertimbangkan bahwa alat bukti surat dan alat bukti Ahli 
tersebut dalam pertimbangan putusannya, sehingga atas hal ini 
kami meminta bahwa alat bukti surat dan ahli sebagaimana 
tersebut diatas haruslah dapat dipertimbangkan sebagai dasar 
perhitungan kerugian negara kecuali ada alat bukti surat ataupun 
ahli lain yang menerangkan sebaliknya; 
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Bahwa didalam ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi J.o. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, 
saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS (Berkas 
Penuntutan terpisah) telah melakukan penyalahgunaan kewenangan 
secara bersama-sama dengan terdakwa dr. FRANSSEDA  dimana akibat 
dari adanya janji serta pemberian uang yang diberikan oleh Saksi 
YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS  kepada terdakwa dr. 
FRANSSEDA  als FRANS maka terdakwa dr. FRANSSEDA  telah 
menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada padanya selaku 
Pengguna Anggaran dan PPK dari kegiatan pengadaan alat-alat operasi 
di RSUD Kab. Bangka Selatan yang mengakibatkan adanya kerugian 
keuangan negara sebagaimana yang telah diperhitungkan oleh Ahli dari 
BPKP Perwakilan prov. Kep. Bangka Belitung; 
Sehingga atas putusannya ini, Judex factie pada tingkat pertama 
justru tidak memperhatikan dan mempertimbangkan atas fakta hukum 
yang diperoleh oleh judex factie sendiri sebagaimana termuat dalam fakta 
hukum putusannya; 
Bahwa dari fakta hukum yang telah didapat oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang 
tersebut, kami beranggapan bahwa Judex Factie pada tingkat pertama 
telah tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana ketentuan dalam 
pasal 188 Ayat (3) KUHAP; 
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I. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kep. Bangka Belitung tidak 
melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas putusan yang 
dimintakan banding oleh Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan 
yurisprudensi Putusan mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982, 
nomor : 471.K/Kr/1979, yang memunculkan kaidah hukum sebagai 
berikut : 
”yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding 
adalah mengulang kembali / memeriksa seluruhnya hasil 
pemeriksaan dari hakim tingkat pertama”; 
Berkaitan dengan kaidah tersebut, Prof. M. Yahya Harahap, SH 
menjelaskan maksud dan tujuan dari pemeriksaan tingkat banding adalah 
sebagai berikut :  
1. Memperbaiki kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; 
2. Mencegah kesewenangan dan Penyalahgunaan Jabatan; 
3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan Hukum.; 
Bahwa didalam putusan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri 
Pangkalpinang atas nama terdakwa Dr. FRANSSEDA Als FRANS, Majelis 
Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana yang telah 
termuat dalam fakta hukum Putusan Pengadilan Tipikor di Pengadilan 
Negeri Pangkalpinang (Tingkat pertama) sebagaimana yang telah kami 
uraikan sebelumnya. Namun, pada saat pemeriksaan di tingkat banding, 
Judex factie pada tingkat banding kembali tidak mempertimbangkan fakta 
hukum tersebut pada putusan banding. Atas dasar itulah, Judex Factie 
dalam tingkat banding pun tidak melakukan pemeriksaan dari putusan 
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yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama 
khususnya mengenai fakta hukum bahwa telah terjadi penyalahgunaan 
wewenang secara bersama-sama oleh saksi YUDISTIRA ARIA 
WICAKSANA, S.Psi alas YUDIS bersama dengan terdakwa dr. 
FRANSSEDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan saksi 
YUDISTIRA dan terdakwa dr. FRANSSEDA  telah bersepakat pada saat 
sebelum kegiatan dilakukan agar Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, 
S.Psi als YUDIS  mendapatkan pekerjaan pengadaan alat-alat operasi 
tersebut, dan Judex factie pada tingkat banding justru kembali 
menerapkan ketentuan pidana suap sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU 
No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 
No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; 
Sehingga atas putusan banding yang dimintakan kasasi ini, Majelis 
Hakim tidak mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang ada yakni : 
1. Bahwa sebelum adanya pelelangan kegiatan pengadaan alat-alat 
operasi pada RSUD Kab. Bangka Selatan terdakwa dr. 
FRANSSEDA  (Dilakukan penuntutan secara terpisah) telah 
menawarkan paket kegiatan tersebut kepada saksi YUDISTIRA 
ARIA WICAKSANA  yang merupakan calon penyedia barang, 
dengan meminta kompensasi imbalan sebesar 10 % dari pagu 
anggaran kegiatan tersebut. 
2. Bahwa setelah saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA menyepakati 
dan menyanggupi tawaran paket pekerjaan tersebut selanjutnya 
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Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS  beberapa 
kali memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dr. FRANSSEDA  
dengan alasan untuk memperlancar agar kegiatan dapat 
dilaksanakan oleh Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS . 
3. Bahwa Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als YUDIS 
telah membuat dan menyusun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS), kemudian Saksi YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi als 
YUDIS  menyerahkan HPS dan spesifikasi teknis barang tersebut 
kepada terdakwa dr. FRANSSEDA  als FRANS dalam bentuk 
konsep yang kemudian diketik oleh saksi YUDI SETIADI, 
sedangkan HPS tersebut merupakan dokumen rahasia yang tidak 
boleh diketahui oleh siapapun terutama calon penyedia barang. 
4. Bahwa didalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pekerjaan 
pengadaan Alat-alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 
2013 hanya ditandatangani oleh saksi JAKSON DAMANIK, S.Km 
sebagai Ketua Pokja V, padahal ketentuan mengenai persyaratan 
sahnya dokumen BAHP adalah harus ditandatangani oleh minimal 
½ dari anggota pokja dan ketua Pokja itu sendiri. Atas dokumen 
yang tidak sesuai ini, Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) dapat membatalkan hasil pelelangan yang terjadi, 
namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa dr. FRANSSEDA  yang 
sebelumnya telah bersepakat dengan saksi YUDISTIRA untuk 
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memenangkan saksi YUDISTIRA sebagai penyedia barang alat-
alat operasi di RSUD Kab. Bangka Selatan T.A. 2013.  
5. Hasil perhitungan dari Ahli yakni SYAHMAN FIRDAUS TOBING, 
dari kantor BPKP perwakilan Prov. Kep. Bangka Belitung dan alat 
bukti surat berupa LAPORAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN 
KEUANGAN NEGARA Nomor : SR-520/ PW29/ 12/ 2014 tanggal 
22 Desember 2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kep. Bangka 
Belitung, dikarenakan proses pelangan pengadaan alat-alat operasi 
pada RSUD Kab. Bangka Selatan TA.2013 tersebut gagal maka 
penetapan pemenang PT. DWI ALIT PERKASA adalah tidak sah, 
sehingga terhadap keuntungan yang diperoleh oleh saksi 
YUDISTIRA melalui PT. DWI ALIT PERKASA dalam pelaksanaan 
kegiatan pengadaan alat-alat operasi RSUD Kab. Bangka Selatan 
TA.2013 adalah tidak sah pula, dengan demikian keuntungan 
dalam proyek pengadaan tersebut haruslah dikembalikan kepada 
negara, sehingga terhadap perkara aquo terdapat kerugian negara 
yakni sebesar Rp. Rp2.535.263.214,00 (dua miliar lima ratus tiga 
puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat 
belas rupiah); 
6. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kep. 
Bangka Belitung sebagaimana dihubungkan dengan Putusan 
Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang 
di Pangkalpinang, dalam memeriksa dan mengadili perkara 
tersebut telah melampaui batas wewenangnya, yakni memutus 
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perkara dengan tidak berdasarkan kepada Pasal yang diterapkan 
oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya : 
- Bahwa dalam putusan judex factie tingkat banding dalam 
putusannya No:07/PID/TPK/2015/PT.BBL tanggal 12 Agustus 
2015 An. Terdakwa Dr. FRANSSEDA Als FRANS. Majelis 
hakim memutus terdakwa melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) 
Jo Pasal 18 UU RI no.31 tahun 1999 sebagaimana telah 
dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 
KUHP; 
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut mejelis hakim judex factie 
dalam tingkat banding telah memutus suatu perkara diluar dari 
apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dalam 
hal ini mejelis hakim judex factie dalam tingkat banding telah 
melampaui batas wewenangya dalam memutus perkara aquo. 
 
Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kep. Bangka 
Belitung yang memutus perkara atas nama terdakwa Dr. FRANSSEDA Als 
FRANS telah: 
1. Tidak menerapkan aturan hukum atau menerapkan aturan hukum 
tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak mempertimbangkan 
secara jelas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian 
yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar 
penentuan kesalahan terdakwa. 
2. Telah melampaui batas wewenangnya, yakni telah memutus suatu 
perkara diluar dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. 
 
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut 
Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat: 
1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat 
dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal 
menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 ayat (2) 
Undang-Undang Tipikor; 
2. Bahwa proyek pengadaan alat kesehatan TA 2013 dengan pagu 
anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,00, terdakwa sebagai 
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Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat 
Pembuat Komitmen ( PPK ); 
3. Bahwa dalam pelaksaan proyek terdakwa meminta bantuan sdr. 
YUDI (tenaga honorer tanpa SK) untuk melaksanakan tugas, 
kewajiban dan kewenangan sebagai PPK. Seluruh pekerjaan 
administrasi proyek, dibuat dan dikerjakan oleh sdr.YUDl, terdakwa 
tinggal menandatangani surat/dokumen yang diajukan oleh sdr. 
YUDI, misalnya terdakwa menandatangani HPS yang dibuat oleh 
sdr. YUDI; 
4. Bahwa awalnya pada bulan Desemeber 2012 terdakwa berkenalan 
dengan saksi Yudistira di Jakarta dan meminta agar dibantu 
dicarikan rekanan karena terdakwa belum mempunyai 
pengalaman. Terdakwa kemudian diperkenalkan dan dipertemukan 
di Jakarta dengan sdr. SUTIKNO Direktur PT RezekiAgung Makmur 
Sejahtera Surabaya; 
5. Bahwa saat pertemuan tersebut, terdakwa meminta dan menerima 
uang 2,5 % dari nilai proyek Rp. 14.000.000.000,00 atau sekitar 
Rp. 350.000.000,00 untuk digunakan menggolkan proyek di DPRD. 
Bahwa uang tersebut diserahkan oleh sdr. Yudistira kepada 
terdakwa; 
6. Bahwa setelah dilakukan pelelangan /tender ternyata yang 
memenangkan proyek adalah PT Dwi Alit Perkasa sedangkan yang 
bertindak sebagaipelaksana proyek di Iapangan adalah sdr. 
YUDISTIRA. Berhubung karena PT Rezeke Agung Makmur 
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Sejahtera bukan sebagai pemenang proyek akhirnya terdakwa 
mengembalikan uang yang telah diterima dari sdr. Sutikno sebesar 
Rp. 350.000.000,00; 
7. Bahwa Terdakwa menandatangani kontrak kerjasama dengan sdr. 
ROBI HABIBI selaku Direktur PT DWI Alit Perkasa selaku 
pemenang. Sehubungan dengan peran terdakwa dengan 
bersimbiosis mutualis dengan sdr.YUDISTlRA selakau pelaksana 
lapangan memenangkan PT Dwi Alit Perkasa, terdakwa mendapat 
fee atau aliran dana /uang sebesar Rp. 845.000.000,00. Menurut 
keterangan terdakwa dipersidangan, uang tersebut diserahkan 
kepada Bupati Bangka Selatan di rumah Dinas Bupati. Dalam 
pemeriksaan penyidikan Bupati Bangka Selatan telah 
mengembalikan dana tersebut sebesar Rp. 600juta. 
8. Bahwa pelaksanaan proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Kab. 
Bangka selatan telah selesai sesuai dengan kontrak dan waktu 
yang ditentukan dan PT. Dwi Alit Perkasa telah menerima dana 
proyek 100 %; 
9. Bahwa bertolak dari fakta tersebut dapat disimpulkan proyek 
pengadaan alat kesehatan RSUD Kab. Bangka Selatan telah 
terlaksana dengan baik, hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak 
serta dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
Sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 3 ataupun 
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, Berbeda halnya apabila proyek 
dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kontrak atau tidak 
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terlaksana sehingga merugikan keuangan negara maka dapat 
diterapkan dua ketentuan sebagaimana dimaksud; 
10. Bahwa perbuatan dan kesalahan terdakwa selaku Pengguna 
Anggaran sekaligus merangkap sebagai PPK hanya menerima 
uang fee proyek sebesar Rp. 845.000.000,00 dari PT Dwi Alit 
Perkasa melalui sdr. Yudistira selaku pelaksana lapangan. Bahwa 
uang yang diterima terdakwa tersebut selanjutnya diserahkan 
kepada Bupati Bangka Selatan di rumah Dinas Bupati. Dalam 
pemeriksaan penyidikan Bupati Bangka Selatan telah 
mengembalikan dana tersebut sebesar Rp. 600.000.000,00; 
11. Bahwa adapun uang yang digunakan PT Dwi Alit untuk membayar 
fee terdakwa sebesar Rp. 845.000.000,00 adalah merupakan 
bagian dari keuntungan PT Dwi Alit Perkasa. 
12. Bahwa perbuatan a quo terdakwa menerima uang dari PT. Dwi Alit 
secara hukum dianggap sebagai suap, dan tidak dapat dibenarkan 
karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Tindak 
Pidana Korupsi; 
13. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut ketentuan Pasal 
3 UU Tipikor tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa, sebab 
perbuatan terdakwa tidak merugikan keuangan negara melainkan 
terdakwa hanya menerima uang fee dari PT. Dwi Alit Perkasa 
melalui sdr.Yudistira karena itu secara hukum dianggap sebagai 
perbuatan suap; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula 
ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan 
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi 
tersebut harus ditolak; 
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari 
Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka 
Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat 
kasasi ini; 
Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung 
terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yang diajukan oleh Dr. 
Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,   sebagai Pembaca II yang 
berpendapat:  
1. Bahwa terlepas dari keberatan Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti 
telah salah menerapkan cara mengadili menurut hukum yaitu yang 
berpendapat dakwaan yang disusun secara alternatif memberi 
kebebasan pada hakim untuk memilih yang paling mendekati fakta-
fakta yang terungkap di persidangan; 
2. Bahwa pendapat ini adalah tidak benar karena dalam dakwaan 
alternatif Hakim harus menimbang seluruh dakwaan secara 
serentak / bersamaan tidak satu per satu seperti dakwaan 
subsidairitas dan dari hasil pemeriksaan dipilih yang memenuhi 
unsur yang dapat dikenakan pada Terdakwa; 
3. Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur 
Pasal 2 ayat (1) (Dakwaan Kesatu Primair) atau Pasal 5 ayat (2) 
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(dakwaan kedua primair) atau Pasal 12 huruf b ayat (2) (dakwaan 
ketiga) dan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Oleh 
karena menurut Pasal 63 ayat (1) KUHP jika satu perbuatan dapat 
dikenakan pada beberapa Pasal yang berbeda, maka harus 
dikenakan pasal yang ancaman hukuman pokok yang paling berat, 
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwaan Kesatu 
Primair; 
4. Oleh karena menurut Pasal 63 ayat (1) KUHP harus didakwakan 
ancaman hukuman pokok yang paling berat maka Terdakwa harus 
dinyatakan bersalah atas Dakwaan Kesatu Primair, sehingga 
Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan 
kurungan serta uang pengganti sebesar Rp.217.000.000,00 (dua 
ratus tujuh belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara; 
Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat 
(Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil 
keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak Permohonan Kasasi 
dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Toboali tersebut; 
Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 tentang 
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Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 
dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan 
kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan 
perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
1. Analisis Penulis  
Bahwa berdasarkan dari uraian putusan tersebut  apabila 
keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang 
di ajuakan dipersidangan, di hubungkan satu dengan lainnya maka 
diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan 
berdasaarkan fakta-fakta itulah majelis hakim  menjadikannya sebagai 
dasar  untuk membahas/mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari pasal 
yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa.  
Kebebasan Hakim dalam kewenangannya memeriksa dan 
memutus perkara sudah sesuai dengan fakta yang ada. sebelum Majelis 
Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim 
mempertimbangkan mempertimbangkan segala Aspek yang ada dalam 
putusan Judex Facti, dan juga alasan-alasan penuntut umum dalam 
mengajukan permohonan kasasi. sehingga Majelis Hakim dapat  
memperhatikan secara cermat sebelum mengambil suatu keputusan yang 
nantinya akan tercermin pada saat mempertimbangkan satu-persatu 
tentang unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa 
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dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan didepan persidangan 
dengan fakta-fakta yang muncul, dengan demikian Majelis Hakim dapat 
menentukan apakah menerima ataupun menolak permohanan kasasi 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
Majelis  Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa 
keadilan hukum (sense of justice) wajib mengikuti dan memahami nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit 
melalui keputusan ini apa yang menurut anggapannya sesuai dengan 
perasaan hukum masyarakat. Apalagi putusan Mahkamah Agung yang 



















A. Kesimpulan   
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai 
berikut:   
1. Penerapan hukum pidana dalam pembuktian Tindak Pidana yang 
dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana No. 
2588K/PID.SUS/2015 dengan terdakwa Dr. FRANSSEDA Als. 
FRANS, berdasarkan KUHAP Pasal 183 Jaksa Penuntut Umum 
berusaha membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa dan 
menitik beratkan dakwaan pada (pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1) huruf 
a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 
tentang perubahan UU No.31 tahun 1999., dengan menggunakan 
system pembuktian secara negatif menurut 
UndangUndang/negatief wettelijk (Jaksa harus melengkapi dengan 
minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan 
hakim).  
2. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam 
persidangan, majelis hakim beranggapan bahwa putusan Judex 
Facti sudah sesuai dengan aturan hukum dan alasan-alasan 
penuntut umum dalam mengajukan permohonan Kasasi tidak dapat 
dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal 
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menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 ayat (2) 
Undang-Undang Tipikor, oleh Karena itu majelis hakim menolak 
permohonan kasasi tersebut. 
B. Saran  
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis 
adalah sebagai berikut:  
1. Diperlukannya kejelian atau ketelitian dalam mensinergikan antara 
putusan judex Factie dengan Alasan-alasan penuntut Umum dalam 
mengajukan Kasasi agar para terdakwa kasus tindak pidana 
korupsi itu tidak cukup celah untuk dapat lolos dari dakwaan, dan 
juga agar majelis hakim di mahkamah agung dapat menerima 
permohonan kasasi dan menguatkan putusan judex factie tersebut. 
Disamping itu juga Penuntut Umum haruslah berpedoman pada 
KUHP dalam hal upaya Pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang 
dilakukan oleh Penuntut Umum. 
2. Hakim haruslah mempunyai pengetahuan yang luas, agar dalam 
putusannya tidak hanya berdasarkan pada isi surat dakwaan 
Penuntut Umum semata tetapi dapat menafsirkan kasus-kasus 
secara cermat, dan diharapkan dalam menjatuhkan putusan 
hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang 
kedudukan dan hubungan kekeluargaan terdakwa. Berdasarkan 
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